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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Pencatatan  Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV AIDS di KUA 

Sukolilo Surabaya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang (1) 

Bagaimana Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIV 

AIDS di KUA Sukolilo Surabaya? (2)Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum 

Islam terhadap pelaksanaan pencatatan  pasangan suami istri yang terinfeksi HIV 

AIDS di KUA Sukolilo Surabaya?. 

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field reseach) yang dilaksanakan 

di KUA Kecamaan Sukolilo Kabupaten Surabaya. Sementara Data dalam 

penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data sekunder. Adapun metode 

pengumpulan data dalam penelitian menggunakan Wawancara dan Kajian 

Pustaka. Selanjutnya, setelah data dikumpul, dianalisa dengan menggunakan 

metode analisa data kualitatif. 

 Setelah hasil penelitian tersebut dikumpulkan, sehingga dihasilkan Intruksi 

Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi benar karena HIV mengancam Kota Surabaya 

dan Masyarakat di Indonesia. Maka antara Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dengan Saad-Zariah itu relevan mengikat. 

Semenara itu menurut Hukum Islam Pelaksanaan tes kesehatan terhadap pasangan 

calon suami isteri dilakukan oleh kedua calon suami isteri sebagai syarat 

administrasi dalam perkawinan di kantor KUA Hukumnya boleh. Mengingat HIV 

dapat membahyakan nyawa orang lain maka  Pasangan calon suami isteri 

memeriksa kesehatannya ke Puskesmas. Hukumnya Perkawinan Pasangan yang 

terinfeksi HIV atau penyakit menular ialah Makruh tahrim. Hukum perkawinan 

bisa berubah menjadi Haram apabila pasangan yang terinfeksi tersebut tidak 

diobati secara benar sehingga dapat membahayakan pasangannya. Apabila mampu 

membeli obat bila sudah diobati dan diterapi sampai mendapat jaminan dari 

dokter bahwa virus tersebut tidak berkembang maka di izinkan untuk melanjutkan 

pernikahan. 

 Kesimpulan diatas, maka kepada Kepada Pemerintah diharapkan dengan 

penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk 

bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada para pelaku zina yang di tengah 

masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana 

satu sama lain saling membutuhkan, karena manusia makhluk sosial yang 

tidak bisa hidup seorang diri. Artinya manusia selalu membutuhkan 

pertolongan orang lain. Perkawinan merupakan fase baru bagi seseorang 

dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Setiap manusia secara naluriah 

mengalami ketertarikan kepada lawan jenisnya sehingga hal yang demikian 

normal dialami siapapun. 

Perkawinan dalam Islam adalah merupakan fitrah manusia agar seseorang 

dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar didalam dirinya 

terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di 

samping itu perkawinan memiliki manfaatyang paling besar terhadap 

kapentingan-kepentingan sosaial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah 

memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga 

keselamatan masyarakat dari segala macam penyakait yang dapat 

membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 

Pengertian Perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Ketentuan 
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2 

 

perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh 

dari Undang-Undang Perkawinan adalah Asas dan Prinsip perkawinan.  

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang 

Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum 

Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, yaitu:  

1. Undang-Undang ini menganut Asas Monogami,  

2. Undang-Undang ini menganut prinsip 

 Bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik 

dan sehat. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan bahwa 

untuk kawin baik bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun untuk wanita
1
. 

 Sedangkan Pengertian Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal (2) 

memberikan definisi pernikahan, Pernikahan artinya “Akad yang sangat kuat 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.  

 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah, perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan
2
. 

                                                           
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan (Jakarta : Kencana, 2004), 25-26. 
2
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2-4. 
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 Selain itu Tujuan pernikahan menurut Zakiyah Darajat dkk. 

Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: 

a. Mendapatkan keturunan dan melangsungkan keturunan. 

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya. 

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

e. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang
3
. 

 Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas bahwa menurut 

ajaran Islam tujuan perkawinan adalah agar menusia dapat menyalurkan 

tabiat kemanusiaannya secara teratur dan bertanggung jawab. Dalam 

sejarah peradaban umat manusia, adanya lembaga perkawinan disadari 

atau tidak merupakan faktor dominan dalam memebentuk keturunan umat 

manusia sebagai makhluk sosial, lebih dari itu rumah tangga yang 

terbentuk atas dasar perkawinan ternyata dapat melahirkan hikmah yang 

amat tinggi nilainya. Pasalnya suami istri yang serasi dan taat akan 

mendatangkan kebahagiaan dan melahirkan keturunan yang baik, sehingga 

                                                           
.
3
 Tihami,Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nilai Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),15-16. 
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akan terbentuklah suatu keluarga yang baik pula
4
. Perkawinan merupakan 

suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga merupakan 

tuntutan Rasulullah SAW.  

Firman Allah:        

ْْ ٍكِحُْا
َ
ْٱْوَأ

َ
ٌْْۡوحِِيَْهص  ْٱوَْْيَِكُىْْۡمَْ يَ ْلۡ ْْٓعِبَادِكُىْْۡيِ ْْْإنِْنكُِىْۡ وَإِيَا ْْٓيكٍَُُْْا ِّىُْحُغْْۡءَْفُقَرَا ُْٱَِْ ْوُِِْفَضْْۡيٌِْللّ  ُْٱوَْۗۦ ْللّ 

 ٣٢ْعَويِىْ ْسِعٌْوَ ْ

Artinya: 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka 

dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui”
5
. (Surat An-Nur : 32) 

Memahami pengertian perkawinan secara komprehensif tidak bisa 

memaknai pengertian perkawinan secara sepotong-sepotong, tetapi harus 

memaknai itu secara menyeluruh. Bila kita maknai secara menyeluruh maka 

makna perkawinan itu akan mempunyai nilai, Nilai itu menurut Ahmad Azhar 

Basyir dibagi menjadi 3 seperti 
6
:  

1. Aktivitas Keagamaan  

Perintah agama tentang perintah kawin berdasarkan ayat suci Al-

Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Karena adanya perintah agama, 

maka jelas perkawinan merupakan aktifitas dalam keagamaan, bahkan ini 
                                                           
.
4
 Chuzaimah, T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer I (Jakarta : Lisk, 2002 ), 107. 

5
 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan,(Kudus:Menara 

Kudus,2006). 
6
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta: Gama Media,2017), 36. 
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5 

 

merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria 

dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah 

persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan 

karena sebuah persetujuan semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran 

agama 

2. Nilai Peristiwa Sosial Kemanusiaan 

Dengan melakukan perkawinan, seseorang dipandang memiliki 

tingkat sosial/ kedudukan yang tinggi dimasyarakat daripada mereka yang 

tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi 

bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkannya kelak. 

Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah kehormatan. 

3. Nilai Kepastian Hukum  

Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut 

agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian 

hukum atas keyakinan masing-masing pasangan. Bahkan dalam sisi 

administrasi perkawinan, negara turut hadir untuk menciptakan nilai 

kepastian hukum yaitu dengan mengakui sebuah perkawinan bila 

perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/ instansi yang diatur oleh Negara. 

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut, 

Undang-undang Perkawinan meletakan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak 
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yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat 

syarat-syarat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sebagai berikut
7
: 

a) Persetujuan kedua belah pihak. 

b) Izin Orang tua-wali 

c) Batas umur untuk kawin. 

d) Tidak dapat larangan kawin. 

e) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain. 

f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang 

akan di kawini. 

g) Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah) 

h) Mematuhi tata cara perkawinan. 

Undang-undang perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan 

tata cara perkawinan itu pada peraturan pelaksanaanya yaitu 

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 hingga pasal 11. 

 

Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi
8
: 

a) Mempelai Laki-laki 

b) Mempelai Perempuan 

c) Wali (mempelai perempuan 

d) Dua orang saksi laki-laki atau wakilnya. 

                                                           
7
 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 1991), 73. 
8
 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Group, 2013) , 70. 
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e) Lafal Ijab Kabul, Ijab diucapkan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya 

dan Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. 

Setiap warga beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan 

pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan 

menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting 

untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang berbunyi “Pegawai Pencatatan Nikah 

yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, 

persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai 

talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan
9
. Dalam al-Qur’an 

dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri 

segala makhluk Allah, termasuk manusia. Islam mengatur manusia dalam hidup 

berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan 

dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. 

Semua manusia tentu menginginkan untuk bisa membangun rumah 

tangga, tidak terkecuali orang yang tidak normal, salah satunya yaitu orang 

terkena penyakit HIV/AIDS dan penyakit yang menghambat perkawinan, 

penyakit ini sangat berbahaya, karena dapat menulari pasangannya. 

Pada awal tahun 2017 Kepala KUA Sukolilo telah menikahkan pasangan 

yang salah satunya terinfeksi HIV, namun pihak KUA sukolilo tidak mengetahui 

apabila salah satu pasangan tersebut terinfeksi HIV, Hasil Tes Kesehatan tersebut 

                                                           
9
 Kementrian Agama, www.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 2 Januari 2018 

http://www.kemenag.go.id/
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dari Puskesmas Negatife HIV. karena sebelum melangsungkan pernikahan maka 

terlebih dahulu melengkapi persyaratan nikah. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas keturunan yang akan dilahirkaan calon mempelai supaya memeriksakan 

kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi 

tetanus toxoid. Tes kesehatan hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat 

terdekat tempat calon mempelai tinggal. Kemudian setelah terjadi pernikahan 

pihak Puskesmas meminta untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut yang 

terinfeksi HIV, dengan membawa bukti Hasil Tes Kesehatan yang asli dan 

hasilnya positif HIV. Namun pernikahan tersebut sudah berlangsung, jadi pihak 

KUA tidak mempenyai wewenang untuk membatalkan, jadi ini murni kesalahan 

Pihak Puskesmas, Problematikanya Pelajaran bagi Pihak Puskesmas dan KUA 

dalam memperketat pendaftaran dan pemeriksaan data nikah.  

Kemudian Kepala KUA Sukolilo membuat kebiijakan apabila terdapat 

salah satu pasangan terinfeksi HIV, maka KUA menolak mencatatkan pasangan 

yang terinfeksi HIV. Kebijakan ini di buat berdasarkan Intruksi Walikota 

Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Untuk kesatu yang berbunyi 

“Sdr. Kepala dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-

langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan 

kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di tingkat Kota Surabaya  yang 

meliputi huruf a sampai e”. Promosi kesehatan pranikah merupakan suatu proses 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya yang ditujukan pada masyarakat reproduktif 
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pranikah. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan perlu dijaga 

kondisi kesehatannya. Kepada para remaja di beri pengertian tentang hubungan 

seksual yangsehat, kesiapan mental dalam menghadapi kehamilan dan 

pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan, pemeliharaan kesehatan 

dalam masa pra dan pasca kehamilan. berdasarkan wawancara dengan Kepala 

KUA Surabaya  

Berdasarkan Wawancara oleh Kepala KUA Sukolilo Surabaya Menurut 

beliau “ Tujuan diadakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi 

supaya untuk mengetahui kondisi kesehatan pasangan sebelum menikah karena 

kondisi sangat berpengaruh pada proses kehamilan dan kualitas kehidupan yang 

dimiliki oleh keturunannya nanti karena sebelum berumah tangga harus membuat 

perencanaan yang lebih matang jadi jika terdapat suatu penyakit maka kita dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik”
10

.   

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Pasal 3 ayat 2 “ Imunisasi Wajib 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh 

pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka 

melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular 

tertentu”
11

.  

                                                           
10

 Kepala KUA Sukolilo Surabaya, Heri, Wawancara, pada tanggal 10 Oktober 2017 
11

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi, 5. 
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Di Indonesia, Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah 

diterapkan melaui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan 

berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan 

Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen 

Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon 

Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 

no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. Setelah keluarnya Intruksi Bersama No: 02 Tahun 1989 tersebut, 

setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid 

ketika akan melakukan perkawinan dengan melampirkan bukti atau surat 

keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan 

yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan harapan setiap calon 

pasangan ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus 

yang pernah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia
12

. 

Penyakit menular seperti HIV. HIV memiliki Kepanjangan dari (Human 

Immunodeficiency Virus). Virus ini yang menyelinap ketubuh, saat melakukan 

transfusi darah. Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada bagian umum 

menjelaskan bahwa HIV adalah virus yang menular yang dapat mengakibatkan 

seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam pe\yakit dalam tenggang 

                                                           
. 
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waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai penyakit ini disebut AIDS. 

Perkembangan HIV dan AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin 

memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkatdari 

wilayah penularannya semakin meluas. \ 

Mengingat potensi penyebaran HIV dan AIDS sedemikian besar dan 

akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan 

masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme 

kerja dan system penanggulangan HIV dan AIDS antara Pemerintah Daerah dan 

semua pemangku kepentingan. 

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu 

dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang 

dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan 

penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta 

keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemic dan 

mencegah diskriminasi.  

Perilaku seks yang aman adalah yang hanya dilakukan dengan pasangan 

yang sah. Dengan alasan ini maka alternatif yang paling efektif untuk mencegah 

penularan HIV dengan menghindari perzinahan termasuk didalamnya pelacuran, 

pergaulan bebas dan homoseksual. Kenyataan itu tentu amat memprihatinkan. 

Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk merawat, mengobati,dan 

memperlakukan pengidap HIV secara manusiawi, tetapi tak mengorbankan pihak 
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lain tertular penyakit yang belum ada obatnya. Sebagaimana layaknya manusia 

biasa, pengidap HIV tentu saja memiliki keinginan untuk menikah 

Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah S.A.W
13

:  

َْضَلَ  يَا َْضَلَ  إلَِّ  دَاء   الله  أَ اء  شِفَ  نهَه  أَ  

” Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan 

penawarnya.” 

 (HR Bukhari)”. 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 

2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan ini tidak ada pasal yang 

eksplisit tentang kebijakan penolakan pernikahan terinfeksi penyakit HIV dan 

AIDS namun terdapat pencegahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf c yang 

berbunyi “menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan 

HIV Positif”
14

. Yang dimaksud dengan menggunakan alat pencegahan penularan 

bagi pasangan yang sah dengan HIV positif adalah antara lain dengan penggunaan 

kondom.  

Suami atau isteri yang menderita HIV/AIDS wajib menggunakan alat, obat 

atau metode yang dapat mencegah penularan virus HIV/AIDS .  

 

 

                                                           
13

  HR. Bukhori dan al- Muslim No.5354 
14

 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan Aids  
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Hadist Nabi SAW
15

 : 

 وَلَضَِشَاس ضَشَسَ  لََ 

Artinya : 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang 

lain”. (HR.Ibnu Majah) 

Sedangkan menurut Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan 

Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen 

Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 

Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung 

(Jawa Barat), Memutuskan dan menyimpulkan nomor 1 huruf c yang berbunyi 

“Sistem penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS kepada masyarakat” dan 

huruf d “Peranan ulama dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS”
16

.  

Mempertimbangkan dengan seksama keadaan dan kemudharatan yang secara 

potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan kemaslahatan dan penanggulangan 

HIV/AIDS tersebut. Sikap Ulama : Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS tersebut 

maka wajib bagi semua pihak untuk mengikhitiarkan pencegahan dengan berbagai 

cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama baik dari 

sudut agama,budaya,social maupun kesehatan
17

.  

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditetentukan sejak poin 

permulaan (starting point). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung 

                                                           
15

 HR. Ibnu Majah, Hadis shahih al-Bukhori, al-Muslim, No. 2341. 
16

 file:///C:/Users/Public/Documents/15.-Penanggulangan-Penularan 

HIVAIDS%20FATWA%20mui.pdf 
17

 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Bandung : Penerbit 

Erlangga,2013) 358 

file:///E:/15.-Penanggulangan-Penularan
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pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya
18

. Oleh karena itu 

ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan 

mengenal kepribadian calon pasangan yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan 

awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kelak dapat merasakan 

keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan 

menyelediki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik 

tentang riwayat kesehatanya ataupun kehidupanya dan kepribadianya. 

Sehubungan dengan permasalahn ini, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Pencatatan Perkawinan  Pasangan yang Terinfeksi HIVAIDS di KUA Sukolilo 

Surabaya. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Mengidentifikasi masalah :  

1. Syarat dan Rukun Nikah 

2. Kewajiban pasangan calon pengantin Suntik TT 

3. Warga Surabaya yang terinfeksi penyakit menular dicegah berdasarkan 

Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 

Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon 

Pengantin. 

4. Menganalisis Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang Penanggulangan 

HIV dan AIDS 

5. Pendapat Komisi Fatwa MUI seputar Penanggulangan HIV dan AIDS 

                                                           
18

 Muhammad Al-Jauharī & Hakim Khayyāl, Membangun Keluarga Qur’ani,(Bandung: Pustaka 

Ilmu,2002),169. 
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Membatasi masalah : 

1. Problematika Pencatan Perkawinan Akibat hukum dari Pelaksanaan 

Pencatatan Perkawinan yang Terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo 

Surabaya. 

2. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pencatatan 

Perkawinan yang Terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya. 

C. Rumusan Masalah 

Penyusun Skripsi agar mudah dipahami, maka disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan yang Terinfeksi 

HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya? 

2. Bagaimana Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Pencatatan  Pasangan Suami Istri yang Terinfeksi HIV AIDS di KUA 

Sukolilo Surabaya? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah 

ada.Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi yang akan dilakukan harus 

dijelaskan
19

. 

                                                           
19

 Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam,Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel,2015) ,8. 
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Skripsi yang disusun oleb Ibnu Athoilah ( NIM 08350089, UIN Sunan 

Kalijaga, berjudul Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Di Kua Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011
20

. Dalam 

skripsi ini dipaparkan Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemeriksaan 

kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang 

dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal 

kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra 

nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkannya 

melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau 

Puskesmas merupakan penerapan yang bersifat ijtihādiyyah, dimana 

penerapanya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini 

memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah 

tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Saat ini kasus 

kesehatan yang terjadi semakin banyak, sudah seharusnya pemeriksaan 

kesehatan pra nikah tidak hanya TT1 tetapi juga menyangkut aspek jasmani 

dan rohani setiap pasangan. 

 

Skripsi yang disusun oleh Imam Baehaqi (NIM 112111025, IAIN 

Walisongo ) berjudul Analisis Terhadap Kebijakan Kuakaliwungu Kendal 

                                                           
20

 Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Jetis Kota 

Yogyakarta Tahun 2011), http://digilib.uin-

suka.ac.id/10527/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf , diakses pada 

tanggal 2 Januari 2018. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/10527/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/10527/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan
21

. Dalam 

Skripsi ini dipaparkan bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan 

atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk membuktikan bahwa benar 

telah terjadi perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Karena 

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 

pegawai pencatat nikah. Sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah syarat 

administrasi perkawinan. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu 

Kendal memperbolehkan adanya perkawinan kepada beberapa masyarakat 

Kaliwungu yang belum bisa memenuhi persyaratan administrasi perkawinan. 

 

Skripsi ini disusun oleh Wahyuni, Susi (2015) Pernikahan Penderita HIV 

dan AIDS Dalam Hukum Islam. Unisnu, Jepara. Dalam Skripsi ini di paparkan 

bahwa Dalam alqur'qn dinyatakan Bhawa hidup berpasang-pansangan, hidup 

berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Islam 

mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang 

disebut hukum perkawinan. dalam ilmu fikih dijelaskan ada lima hukum 

pernikahan yaitu wajib, sunah, makruh, haram dan mubah. semua manusia 

tentu menginginkan untuk bisa membangun rumah tangga, tidak terkecuali 

                                                           
21

 Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat 

Administrasi Perkawinan http://eprints.walisongo.ac.id/5546/1/112111025.pdf, diakses pada 

tanggal 2 Januari 2018. 

http://eprints.walisongo.ac.id/5546/1/112111025.pdf
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orang yang tidal normal(up normal) salah satunya yaitu orang terkena 

penyakit HIV/AIDS. penyakit ini menurut orang awam adalah penyakit yang 

sangat berbahaya,karena dapat menulari pasangannya. dalam skripsi yang 

penulis paparkan akan membahas apa itu HIV/AIDS, bagaimana membangun 

rumah tangga yang baik dengan pasangan yang mempunyai penyakit 

HIV/AIDS dan bagaimana hukum menikahi penderita HIV/AIDS. Penelitian 

ini menggunakan penelitian library research, menggunakan buku-buku yang 

menjelaskan lebih lanjut tentng HIV/AIDS. dlam penelitian ini pnulis 

menggaunakan pendekatan kualitatif. penulis juga menggunakan (field 

research) lokasi penelitian di RSUD Kartini jepara di Poli Matahari. bila 

ditelisik hukum menikahi penderita HIV/AIDS adlah mubah dalam kaidah 

fikih "Bahaya Itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang 

lain" karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para 

penderita HIV/ AIDS akan slalu berhubungan dengan orang lain, misalnya 

ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia ia perlu 

mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainnya. odha tetaplah orang 

harus dihargai dan dilindungi, tak selamanya penyakit HIV/ AIDS bisa disebut 

penyakit kutukan, karena orang yang tidak berdosa pun bisa terkena penyakit 

tersebut. 

E. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui apa Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan 

Terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo dalam menangani masyarakat 
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yang terinfeksi penyakit menular bagi pasangan calon pengantin yang 

terinfeksi HIV 

b) Untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan KUA terhadap perkawinan 

pasangan yang terinfeksi HIV AIDS dan mengetahui akibat Hukum Islam 

dari Pelaksanaan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV AIDS. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Aspek teoritis 

a. Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi dibidang 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIVAIDS 

oleh KUA yang dianalisis berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. 

Manfaat yang diharapkan selanjutnya karya ini dapat memperluas 

keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan. 

b. Diskusi serta sumber kepustakaan mengenai Pelaksanaan KUA terhadap 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIVAIDS 

dianalisis berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga dapat 

menjadi penunjang untuk penelitian selanjutnya. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menjadi 

presepsi serta rujukan pertimbangan khususnya yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIVAIDS 

yang dianalisis berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. 
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b. Bagi Masyarakat diharapkan mampu memahami kejelasan terhadap 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIVAIDS 

dan memberikan penjelasan perbedaan pemikiran akan adanya 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIVAIDS 

di KUA Sukolilo Surabaya yakni yang dianalisi berdasarkan Hukum 

Positif dan Hukum Islam. Mayarakat juga diharapkan pula dapat mampu 

bersikap lebih bijak terhadap perkembangan zaman  mengenai 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIVAIDS 

di KUA Sukolilo yang pada umumnya telah terjadi prakteknya di 

Indonesia. Hal ini bersifat keniscayaan, mungkin saja dapat terjadi. 

Apalagi dengan adanya fatwa MUI yang membolehkan Pasangan Calon 

Pengantin yang terinfeksi HIV untuk menikah dengan Asas Kerelaan 

antara kedua belah pihak dan memenuhi Syarat dan Rukun Nikah. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini 

dan untuk berbgai pemahaman interpretative yang bermacam-macam maka 

penulis akan menjelaskan beberapa penelitian ini sebagai berikut: 

1. Analisis Yuridis   : Analisis Hukum terkait kejadian kasus 

yang berhubungan dengan komplementasi Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 dan Intruksi Walikota Surabaya No. 

1/2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.  
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2. Hukum Islam  : Fikih Islam yang berkaitan dengan Munakahat, 

yang digunakan untuk mencegah pernikahan bagi pasangan yang terinfeksi 

HIV dalam Fikih dan Ushul Fikih/ Saad-Zariah. 

3. Pelaksanaan KUA Sukolilo: Keputusan yang diambil oleh Kepala KUA 

Sukolilo Surabaya sebagai pejabat Instansi Negara yang melaksanakan 

peraturan perundangan-undangan dalam wilayah kewenangannya bagi 

pengantin yang terinfeksi penyakit menular. 

4. Pasangan Terinfeksi HIV: Dalam hal ini seorang calon suami dan istri 

yang terinfeski Virus yang dapat merusak system kekebalan tubuh 

manusia HIV ditemukan pada cairan-cairan tubuh terutama semen cairan 

vagina dan darah. 

H. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban 

yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan maka 

digunakan bentuk penelitian Lapangan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
22

.Adapun Jenis 

penelitian ialah studi lapangan atau jenis penelitian ini didasarkan pada 

penelitian lapangan di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya , maka 

penulis melakukan penelitian terhadap subyeknya
23

. 

                                                           
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suat Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,1998), 151. 
23

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Melton 

Putra,1991),87. 
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah Tempat dimana data dapat diperoleh yang berasal 

dari: 

a. Wawancara  

Wawancara ialah percakapan antara narasumber dan pewawancara 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 

narasumber yang terpercaya. Wawancara tersebut kepada Kepala 

KUA Sukolilo Surabaya dengan melampirkan daftar pertanyaan 

seputar permasalahan penolakan pencatatan pernikahan dan 

Menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 1974. 

b. Study Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data 

tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat 

berupa dokumen resmi, buku, arsip, ataupun dokumen pribadi dan 

juga foto. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data terkait profil KUA Sukolilo. 

Sebagai sumber data primer adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, adapun 

data sekunder adalah yang berfungsi sebagai penunjang data primer 

diperoleh dari buku-buku yang relevan dalam permasalahan tersebut 

diantaranya sebagai berikut. 
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a. Kitab Ushul Fiqih 1 

b. Kitab Fiqih Lima Mazhab 

c. Kitab Himpunan Fatwa MUI 

d. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof.Dr.Amir 

Syarifuddin. 

e. AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam karya 

Azwirman,S.Si. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan
24

. 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi 

untuk memperoleh suatu penjelas.
25

 Penulis melakukan tanya jawab atau 

Interview dengan sumber data yakni Kepala KUA Sukolilo. 

b. Study Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis 

atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen 

resmi, buku, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Dokumentasi 

dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait profil KUA 

Sukolilo. 

 

                                                           
24

 Dedy Mulyani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), 206. 
25

 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981),162. 
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1. Teknik Analisis Data 

 Analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisa data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau 

dinilai dengan angka secara langsung
26

.Analisa ini akan mengacu pada bahan-

bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat case study, 

maka selain mengumpulan data dari sumber primer, penulis akan meneliti lebih 

lanjut tentang kasus ini dengan didasarkan pada teori-teori yang telah ada serta 

ditunjang dengan Intruksi Walikota Surabaya No. 1/2017 Tentang Pelaksanaan 

Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon 

Pengantin.  

 Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis akan memberikan uraian data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak 

tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman 

hasil analisa. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya 

diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai 

konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan 

dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisa terhadap penerapan perundang-

undangan. 

 

 

 

                                                           
26

 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. 3. (Jakarta: PT. Raja grafindo 

persada,1995),134. 
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I. Sistematika Pembahasan  

Alur penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini agar mudah dipahami 

maka peneliti membagi menjadi 5 bab dan dari masing-masing bab diuraikan 

menjadi beberapa sub bab sebagai berikut. 

Bab Pertama, sebagai pendahuluan dalam bab ini peneliti menguraiakan 

pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Sehingga dalam pembahasan 

selanjutnya dapat terarah sesuai dengan sistematika yang benar. Pada Bab 

Pertama berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Defisi Operasional, Metode Penelitian, Teknis Pengumpulan Data. 

Teknik Analisis Data, Sistematika Pembahasan. 

Bab Kedua, sebagai landasan teoritik yang membahas Undang-undang 

Perkawinan, Taa Cara Pelaksanaan Perkawinan, Penolakan Pencatatan 

Perkawinann, teori-teori Fikih Munakahat dan Ushul Fiqih Saud-zari’ah yang 

mencegah terjadinya suatu kasus sebelum terjadinya bahaya terhadap 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pasangan yang terinfeksi HIV AIDS 

di KUA Sukolilo Surabaya. 

Bab Ketiga dalam bab ini menguraikan tentang Profil KUA Sukolilo, 

Letak Geografis KUA Sukolilo dan Pelaksanaan Pencatatan KUA Sukolilo 

terhadap Pasangan yang terinfeksi HIVAIDS. 
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Bab Keempat, Karena bab ini adalah analisis maka pembahasannya 

meliputi: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan 

Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIVAIDS di KUA Sukolilo Surabaya. 

Bab Kelima, bab ini merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dari 

semua Pembahasan serta saran dari peneliti tentang lembaga yang terkait. 
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BAB II 

PERATURAN-PERATURAN TENTANG PENDAFTARAN NIKAH DAN 

SAAD-ZARI’AH 

A. Tinjauan Tata Cara Pelaksanaan Nikah  

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1), 

perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa
27

.   

Dalam hukum Islam kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. 

Menurut ajaran Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan 

ibadah
28

. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi 

menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria 

dengan wanita. Akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri 

dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk 

keluarga bahagia dan kekal abadi
29

. 

Perkawinanan dalam Firman Allah surah Al-A’raaf : 

                                                           
27

 Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1. 
28

 Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, Tafsir Ulang Lintas Agama Prespektif 

Perempuan dan Plurarisme,(Jakarta: Kapal Perempuan,2004),39. 
29

 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,( Jakarta : Bumi Aksara,1996),1. 
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۞َْْ ِيٱُِْ ُُفَْس  ْخَوقََكُىْلَّ  َْْۡوجََعَنَْْوَاحِذَة    يِّ ايِ ازَوَّْْۡ َّ ٌَْهيِسَْْۡجَ ا ْإلَِْْۡكُ اَّْ  ً ى ْْفَوَ اتَغَش  ْحَََوَتَّْْۡ
ر تْۡ خَفيِف ا لًْحََْۡ ًَ ْبُِِْْفَ ْٓ ۦ ا  ً ثْْۡفَوَ

َ
اْقَوَتأ َْ عَ َْٱْد  ًَْْللّ  ُّ ٌْْۡارَب  ِ ََاءَاثيَْْۡههَ اْجَ ٌْ صَانحِ  مَُْجَ ٌَْْلَّ  ْيِ

ْ ٱ ٌَْهش   ١٨٩ْْمِريِ

Artinya : 

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (isterinya) mengandung 

kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa 

waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) 

bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika 

Engkau memberi kami anak yang sempurna fisiknya (tidak cacat), 

tentulah kami akan selalu bersyukur”
30

. (Surat Al-A’raaf :189). 

 

Jadi menurut Al-Qur’an, perkawinan adalah menciptakan 

kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar 

tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram. Pergaulan yang saling 

mencintai dan saling menyantuni
31

. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mÊsÉqan GhalÊÐan  untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
32

.  

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan 

bagi manusia untuk berkembang biak dan beranak dimana masing-masing 

pasangan harus melakukan peranannya demi terwujudnya tujuan 

perkawinan. Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an 

merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah Swt dalam mengatur 

makhluk-Nya 

 

                                                           
30

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan,(Kudus:Menara 

Kudus,2006),185 
31

 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),3. 
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Firman Allah : 

ٌْۡ نْۡۦْٓجُِِْءَايَ ْْوَيِ
َ
ٌْْۡهكَُىْخَوقََْْأ ٍفُسِكُىْْۡيِّ

َ
ا أ ْْٓهّتِسَْْۡا  أصَْوَاج  َُ ْْمُ اإلَِْْۡا  ْوجََعَنََّْْ

رُونَْلآياَث  ْلكَِْذَ ْْفِْْإنِْ ْةً ْوَرحَََْْۡيَوَدّة  ََْكُىبيَْۡ ٢١ْْْلّجََفَم 

Artinya :  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
33

 

( Surat Ar-Rum ayat 21 ) 

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Firman Allah : 

ْْ ٍكِحُْا
َ
ْٱْوَأ

َ
ٌْْۡوحِِيَْهص  ْٱوَْْيَِكُىْْۡمَْ يَ ْلۡ ْْٓعِبَادِكُىْْۡيِ ْْْإنِْنكُِىْۡ وَإِيَا ْْٓيكٍَُُْْا ْءَْفُقَرَا

ِّىُْحُغْۡ ُْٱَِْ ْوُِِْفَضْْۡيٌِْللّ  ُْٱوَْۗۦ  ٣٢ْ  عَهيِى   سِعٌْوَ ْْللّ 

Artinya : 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
34

” (Surat An-

Nur : 32) 

 

Dengan alasan Al-Qur’an dan Hadis-hadis rasul tersebut bahwa 

manusia itu dianjurkan untuk menikah karena menikah itu Sunnah, 

menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat. 

Ada juga yang berpendapat bahwa “Nikah Itu Mengikuti Perintah Allah” 

                                                           
33

 Departemen Agama Republik Indonesia,al-Qur’an dan Terjemahan,(Kudus:Menara 

Kudus,2006),406. 
34

 Ibid.,354. 
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1. Mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul karena 

hidup berumah tangga adalah sunnah beliau ingatlah juga surah 

An-Nisa’ ayat 59 

Firman Allah 

ايَْ  َّ حُّ
َ
ٌَْٱْأ ِي ْْْٓلَّ  َُ ْْءَايَ ْْْا طِيعُْا

َ
َْٱْأ ْْْللّ  طِيعُْا

َ
وْلِْْلر سُْلَْٱْوَأ

ُ
ْٱْوَأ

َ
ْفِْْجُىْۡزخَْۡثنََ ْْفإَنِْيَِكُىْۡ ْرِْمْۡلۡ

وهُْْ شَيْء   ِْٱْإلَِْْفرَُدُّ َُْنَْثؤُْْۡلَُجُىْْۡإنِْلر سُْلِْٱوَْْللّ  ِْْيِ ِْٱب حْۡ خَيْش  ْلكَِْذَ ْْخِرِ ْلۡأٓٱْمِْْْۡلَْۡٱوَْْللّ 
َ
ٌُْوَأ ْسَ

ْ
ۡ
 ٥٩ْْويِلًْثأَ

Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”(Surah An-Nisa’:59) 

Surah An-Nisa’ ayat 59 yang  memerintahkan mengikuti 

perintah Allah, perintah rasul dan Ulil Amri diantara kamu. 

2. Nikahlah kamu sekalian  agar menjadi banyak berbangsa-

bangsa bersuku-bersuku dan saling mengenal, karena Rasul 

bangga umatnya banyak dan saling mengenal. 

3. Perkawinan itu dapat memelihara pandangan mata, 

mententramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, memenangkan 

pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan 

memelihara kepribadian. 

4. Perkawinan dapat membina kualitas dan kuantitas keturunan 

untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga dan bangsa. 
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3. Tujuan Perkawinan 

Menurut Mahmud Junus tujuan perkawinan menurut perintah 

Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
35

 Filosof Islam Imam 

Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti 

berikut
36

 : 

a. Memperoleh keturunan yang sah  

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi 

basis pertama masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan 

dan kasih sayang. 

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 

penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung 

jawab. 

Adapun menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan maka dapat disimpulkn bahwa tujuan perkawinan 

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan 

bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

 

                                                           
35

Mahmud Yunus,Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: CV Al-Hidayah,1964), 1. 
36

 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27. 
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4. Hukum Melakukan Perkawinan  

   Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) tersebut dapat 

berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (illahnya), dapat beralih menjadi 

makruh,sunat,wajib dan haram.  

a) Hukumnya menjadi makruh berdasarkan illahnya (sebab-sebab yang 

khusus) 

  Jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasamani telah 

mampu untuk menikah, namun belum ada biaya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa 

kesengsaraan hidup istri dan anaknya. Maka makruh baginya untuk 

menikah, Tetapi apabila ia menikah juga tidak berdosa sedangkan apabila 

ia tidak menikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan tersebut maka 

ia mendapat pahala. 

  Ditinjau dari sudut wanita yang telah siap untuk menikah namun ia 

meragukan dirinya akan mampu mentaati dan mematuhi suaminya dan 

mendidik anak-anaknya. Maka makruh baginya untuk menikah.  

b) Karena Illahnya dapat menjadi Sunat Nikah 

Dipandang dari segi pertumbuhan jasmani apabila seorang pria itu 

telah mampu dan berkeinginan untuk menikah sedangkan baginya mampu 

untuk mencukupi kebutuhan hidup maka baginya sunat untuk melakukan 

pernikahan. 
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Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi 

butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunat baginya 

untuk menikah.  

c) Berdasarkan sebab-sebab Khusus atau illahnya maka Hukum Nikah itu 

Dapat berubah menjadi Wajib 

Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik pertumbuhannya 

sudah sangat pantas untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya kehidupan 

telah mampu dan mencukupi, sehingga jika ia tidak menikah 

mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada penyelewengan 

melakukan hubungan seksual, maka wajiblah baginya menikah. Bilamana 

ia tidak menikah maka ia akan berdosa di sisi Allah. Demikian juga 

seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang 

jahat bilamana ia tidak menikah, maka wajib baginya menikah
37

. 

d) Hukumnya dapat beralih menjadi haram karena Illahnya 

Bila seorang pria ata wanita tidak bermaksudkan menjalankan 

kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya 

wanita atau sebaliknya pria/wanita memperolok-olok pasangannya saja 

maka haramlah yang bersangkutan itu menikah. 

Firman Allah : 

ىْ  تَ  اّللِ  عَهيَْكه ًَ وا َعِْ ا وَارْكهشه و  ۡ   وَلَ تتَخِّزهوا آياَثِ  اّللِ  ههضه  

Artinya : 

                                                           
37

 Thalib Sajuti, Kuliah ke IV Hukum Islam II,(Diktat Pada Fakultas Hukum UI Jakarta) 1978 ,23. 
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“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum  Allah permainan. 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
38

. (Surat Al-

Baqarah : 231) 

Memang sudah merupakan kodrat manusia antara satu sama lain saling 

membutuhkan. Naluri hidup bersama dengan orang-orang lain 

mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. (Soerjono 

Soekanto.1982)  

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan 

Menurut M. Yahya Harahap prinsip-prinsip dalam Undang-undang 

Perkawinan adalah
39

: 

1) Menampung segala kenyataan – kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat bangsa indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan 

menampung di dalamnya unsur-unsur ketentuan hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari 

perkembangan zaman disini adalah terpenuhinya arpirasi wanita yang 

menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, 

ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas 

sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran. 

3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. 

Tujuan perkawinan ini bisa di elaborasi menjadi tiga hal yaitu, pertama, 

suami istri saling bantu membantu serta saling lengkp melengkapi. 

                                                           
38

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan,(Kudus:Menara 

Kudus,2006), 389 
39

  Amur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta : Prenada Media, 2004), 50. 
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Kedua, masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk 

pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu, 

ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia 

ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material. 

4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga 

negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan 

hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan 

crusial point yang hampir menenggelamkan undag-undang ini. Di 

samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan 

dalam bentuk pencatatan ( akta nikah ). 

5) Undang-undang perkawinan menganut asas moonogami akan tetapi tetap 

terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya 

mengizinkan 

6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi 

yang telah matang jiwa dan raganya. 

7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.  

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip 

perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al Qur’an
40

. 

 

 

                                                           
40

 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan 

Jender dan The Asia Foundation,1999) ,11. 
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1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh 

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya 

sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik 

untuk dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan 

kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan 

syari’at Islam. 

2) Prinsip mawaddah wa rahmah 

 Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh Surah Ar Rum : 21. Mawadah wa 

rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. 

jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan 

seks itu sendiri itu juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan 

perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Alloh di samping tujuan 

yang bersifat biologis. 

3) Prinsip saling melangkapi dan melindungi 

 Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh SWT, yang terdapat pada surah 

Al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana 

layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan 

laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling mmbantu dan 

melengkapi, karena setiap orang memilii kelebihan dan kekurangan. 

4) Prinsip mu’asarah bi al-ma’ruf 

Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh yang terdapat pada surah an-

Nisa’: 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan 
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istrinya dengan cara yang ma’ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan 

utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita. 

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit 

Aulwi sebagai berikut : 

1) Asas Sukarela, 

2) Partisipasi keluarga, 

3) Perceraian dipersulit, 

4) Poligami dibatasi secara ketat, 

5) Kematangan calon mempelai, 

6) Memperbaiki derajat kaum wanita
41

. 

6. Rukun dan Syarat Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Islam 

 Menurut Jumhur Ulama’ rukun perkawinan ada lima dan masing-masing 

rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan 

maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat dan 

rukun tersebut
42

. 

1) Calon suami,syarat-syaratnya: 

a.  Beragama Islam 

b.  Laki-laki 

2) Calon Istri,syarat-syaratnya: 

a. Beragama meskipun Yahudi atau Nasrani 

b. Perempuan 

                                                           
41

 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta: Bulan 

Bintang,1978), 35. 
42

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: 

Prenada Media,2004) , 62. 
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3) Wali nikah, syarat-syaratnya: 

a. Laki-laki 

b. Dewasa 

c. Mempunyai hak perwalian 

4) Saksi Nikah, 

a. Minimal 2 orang laki-laki 

b. Hadir dalam Ijab Qabul 

c. Islam 

d. Dewasa 

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 

c. Antara ijab dan qabul bersambungan 

d.  Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

Berbeda dengan prespektif Fikih, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya 

rukun perkawinan melainkan hanya syarat-syarat perkawinan. Di dalam 

Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut
43

: 

Pasal 6 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

                                                           
43

 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 dan 7. 
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2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang 

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau 

lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 
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6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 

orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang 

ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) 

pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (6). 

7. Asas dan Larangan Perkawinan 

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam, ada 

3 Asas yang harus diperhatikan yaitu
44

: 

1. Asas absolut abstrak. 

Asas  absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan 

dimana jodoh atau pasangan suami istri sudah ditentukan oleh Allah 

atas permintaan manusia yang bersangkutan. 

                                                           
44

 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam ( Jakarta : Bumi Aksara ,1996),34. 
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2. Asas selektivitas dan legalitas. 

Asas selektivitas ialah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana 

seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu 

dengan siapa dia menikah dan dengan siapa dia dilarangnya. 

Ada bermacam-macam larangan menikah antara lain: 

a) Larangan perkawinan karena berlainan agama 

b) Larangan perkawinan karena hubungan darah 

c) Larangan perkawinan karena hubungan susuan 

d) Larangan perkawinan poliandri 

e) Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li’an 

f) Larangan perkawinan menikahi wanita/pria pezina 

g) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri 

yang ditalak tiga) 

h) Larangan menikah bagi pria yang telah beristri empat. 

Asas Legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib 

hukumnya dicatatkan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan 

yang berlaku
45

. 

Hukum perkawinan Islam seperti yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

                                                           
45

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 
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dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-

peraturan, perundang-undangan yang berlaku” dan sahnya perkawinan. 

Inilah syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut 

Hukum Islam.  

8. Pencatatan Perkawinan 

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan 

yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan 

untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam kajian hokum Islam tidak 

dikenal istilah pencatatan perkawinan. Cukup dengan saksi serta walimah 

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk hukum yang 

berlaku di Indonesia percatatan perkawina telah di atur dalam UU No 2 

tahun 1946, UU No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, kompilasi Hukum 

Islam dan RUU Hukum Terapan peradilan Agama bidang Perkawinan
46

. 

Adapun tujuan pencatatan perkawinan : 

a) Pegawai pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya 

perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam artian menjaga jangan 

sampai perkawinan tersebut melanggar, ketentuan hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, jika diketahui 

ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih 

terikat perkawinan dengan lelaki/wanita lain, beda agama, atau adanya 

                                                           
46

 Jaih Mubarok,Modernisasi Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi,2005), 70-76 
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halangan perkawinan, maka pegawai Pencatat Nikah harus menolak 

menikahkan mereka. 

b) Dapat membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila 

dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan- bahwa 

perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan 

(misalnya, istri masih terikat perkawinan dengan suami yang 

sebelumnya atau masih dalam masa iddah). Dengan adanya 

pencatatan, maka pernikahan secara hukum agama maupun negara 

menjadi sah. 

c) Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (terutama 

pembgaian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi 

istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya). Pencatatan 

berfungsi sebagai perlindungan bagi istri/suami. 

B. Manfaat Pencatatan Perkawinan 

 Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain 

substansi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, mempunyai 

cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan 

suatu pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah yaitu 

manfaat preventif dan manfaat represif
47

. Manfaat preventif yaitu untuk 

menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun 

dan syaratsyarat pernikahan, baik menurut hukum Agama dan 

                                                           
47

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

94. 
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kepercayaannya itu atau perundang-undangan. Kemudian ada beberapa 

manfaat pernikahan yaitu
48

: 

a. Mendapat perlindungan hukum 

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan 

pernikahan. 

c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. 

d. Terjamin keamanannya. 

C. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan, antara lain : 

a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

2 ayat 2 berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku
49

 

b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 dan 2. 

Ayat 1 yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”sedangkan Ayat 

2 yang berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, 

dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 

Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954” 

c) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP 

Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 
50

: 

                                                           
48

 KUA Kecamatan Buru, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia, 

dalamhttp://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-percatatan pernikahan- di.html diakses 

pada 17 mei 2018 
49

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2,2. 
50

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Perkawinan. 

http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-percatatan%20pernikahan-%20di.html
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1) Setiap orang yang akan melangsungkan 

perkawinan memberikan kehendaknya itu kepada Pegawai 

Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan 

3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut 

dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan 

oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. 

9. Tata Cara Prosedur Melaksanakan Perkawinan  

  Tata cara prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutannya 

sebagai berikut : 

1. Prosedur Pendaftaran Nikah 

Bagi seseorang yang bermaksud hendak melangsungkan pernikahan, maka 

harus memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain: 

a. Calon mempelai pria 

1) Datang ke RT/RW (sesuai dengan KTP) untuk mendapatkan surat 

keterangan atau pengantar untuk menikah. 

2)  Datang ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir N-1, 

N-2, N-4, N-5 (bagi yang berumur kurang dari 21 tahun) yang 

ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. 

Adapun perincian dari formulir-formulir tersebut adalah: 

a) Model N-1  : Surat keterangan untuk menikah. 
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b) Model N-2  : Surat keterangan asal usul calon mempelai. 

c) Model N-4  : Surat keterangan orang tua calon 

mempelai. 

d) Model N-5  : Surat ijin orang tua. 

3) Setelah dari Kelurahan dengan membawa surat keterangan seperti 

tersebut di atas, selanjutnya mendatangi Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat untuk mendapatkan rekomendasi pemberitahuan 

kehendak nikah. 

b. Calon mempelai wanita 

Dengan membawa berkas dari calon mempelai pria datang ke 

RT/RW setempat untuk mendapatkan surat keterangan atau pengantar 

untuk menikah. 

1) Datang ke kantor kepala desa setempat untuk mendapatkan 

formulir N-1, N-2, N-4yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala 

Desa. 

2) Datang ke KUA setempat dengan membawa berkas kedua calon 

mempelai untuk mendaftarkan nikah. 

Disamping hal-hal tersebut di atas, disertakan pula lampiran-lampiran 

sebagai berikut: 

a. Untuk calon mempelai pria 

1) Foto copy KTP dan C1 (Kartu Keluarga) 

2) Pas photo : 2 x 3 (2 lembar) 

3 x 4 (1 lembar) 
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b. Untuk calon mempelai wanita 

1) Foto copy surat nikah orang tua/wali nikah 

2) Foto copy KTP dan C1 (Kartu Keluarga) calon mempelai dan wali 

nikah 

3) Foto copy surat kematian ayah (bila sudah meninggal) 

4) Surat keterangan wali nikah 

5) Pas photo : 2 x 3 (2 lembar) 

  3 x 4 (1lembar) 

Selain serangkaian prosedur yang telah tersebut di atas, ada 

juga prosedur-prosedur penting yang akan dijalani oleh kedua calon 

mempelai yaitu : 

1) Setiap calon mempelai menandatangani surat pernyataan yang 

menyatakan kebenaran data yang disampaikan ke KUA. 

Penyertaan surat ini merupakan kebijaksanaan kepala KUA 

Tempurejo guna menanggulangi banyaknya pemalsuan data yang 

seringkali mengakibatkan KUA dipanggil ke meja hijau. 

2) Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus 

mengisi surat keterangan model N-5 yaitu tentaung izin orang tua 

mempelai. 

3) Bagi calon mempelai wanita  harus menyertakan surat 

keteranganpersetujuan mempelai (model N-3). Surat model ini juga 

disebut dengan MU yang berisi     pernyataan setuju dari kedua 
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belah pihak tanpa ada paksaan. Surat ini kemudian ditandatangani 

oleh mempelai pria dan wanita. 

4) Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan 

calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun harus ada surat 

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi wilayah 

tempat tinggal calon mempelai terkait. Jika belum mendapat surat 

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan 

mengeluarkan surat keterangan model N-9 tentang penolakan 

pernikahan. 

5) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena ditinggal 

mati suami/istri, maka harus ada surat keterangan model N-6 yang 

berisi surat keterangan kematian suami/istri dari kelurahan. 

6) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena perceraian, 

maka harus melampirkan akta cerai yang asli (tidak boleh foto 

copy) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang pada waktu 

itu memutus cerai. 

7) Setelah kedua calon mempelai mendapat formulir pokok (N-1, N-

2, N-4), kemudian mengisi surat keterangan model N-7 tentang 

pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon 

mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

8) Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi, 

maka calon mempelai akan didaftarkan ke dalam buku pendaftaran 
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nikah dan kemudian  dituangkan ke dalam berita acara tentang 

daftar pemeriksaan nikah (model N-B). 

9) Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, 

maka: 

a. Untuk pria, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di 

tempat tinggalnya. 

b. Untuk wanita, harus ada surat pengantar numpang nikah dari 

KUA di tempat tinggalnya. 

10) Untuk pernikahan campuran  (berbeda kewarganegaraan), maka 

calon mempelai yang berkewarganegaraan asing harus 

menyertakan: 

a. Surat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di Indonesia 

b. Paspor/visa. 

c. Surat TandaMasuk Daerah dari POLSEK atau POLRES. 

d. Jika dia seorang muallaf, maka disertakan piagam masuk Islam. 

Apabila belum memilki piagam masuk Islam maka akan 

diislamkan di KUA untuk mendapatkan piagam masuk Islam. 

11) Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan angkatan 

bersenjata (anggota TNI/Polri), maka harus ada izin dari atasannya. 

12) Setelah daftar pemeriksaan nikah sudah valid (tidak ada yang 

direvisi), maka para pihak menandatanganinya. 

13) Setelah kedua calon mempelai melaksanakan akad nikah, maka 

akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing 
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mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan 

warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. 

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah 

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka 

orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada 

PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah 

sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. 

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon 

mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data 

mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai 

Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll). 

Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, 

wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang 

diperlukan. 

2. Pemeriksaan Nikah 

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan 

memeriksa berkas-berkas yang  ada apakah sudah memenuhi syarat 

atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan 

adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan 

terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan 

dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Jika calon suami/istri 

atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan 
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tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan 

oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya.  

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum 

munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlakumaka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan 

cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah 

pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon 

istri dan walinikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. 

Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan 

nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Pengumuman Kehendak Nikah 

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah 

(model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat 

pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal 

masing-masing calon mempelai.  

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari 

kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 

ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat 

penting misalnya salah seorang calon mempelaiakan segera bertugas 

keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon 

dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas namaWalikota/Bupati 

memberikan dispensasi. 
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4. Pelaksanakan Akad Nikah 

1) Upacara nikah dilakukan dibalai nikah KUA. 

2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad 

nikah dapat dilakukan diluar balai nikah(KUA). 

Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, 

maka: 

 Untuk laki-laki: harus ada surat pengantar nikah dari KUA 

di tempat tinggalnya. 

 Untuk wanita: harus ada surat rekomendasi numpang nikah 

dari KUA di tempat tinggalnya. 

3) Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatatkan dalam akta 

nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan model 

NA, kutipan akta  nikah warna merah hati untuk suami dan hijau 

tua untuk istri 

Sedangkan, Prosesi pelaksanaan nikah (ijab qobul) dimulai dengan 

menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi 

penghulu atau pegawai pencatat nikah. 

10. Pembatalan Perkawinan 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur 

mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-

undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur 

mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat 

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasan nya 

disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal 

atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing 

tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, 

perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau 

dapat tidak batal. Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan hanya dapat 

diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan 

perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu 

sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga 

pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar 

pengadilan. ”Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh 

pengadilan”. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak 

menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian 

pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat 

para sarjana.  

11. Landasan Intruksi Walikota Surabaya 

   Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan 

Reproduksi Calon Pengantin Kepala KUA Sukolilo membuat kebijakan 
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dengan menolak pencatatan perkawinan pasangan yang apabila salah satu 

pengantin terinfeksi HIV dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah 

terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan 21 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan 

pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap 

calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon pasangan suami 

istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 

bertanggung jawab. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan 

penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin dapat berjalan 

dengan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua calon 

pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai 

pihak. Berdasarkan Intruksi Walikota Surabaya yang ditunjukan kepada 

Kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Lurah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Surabaya, Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dan 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 

Bagian kesatu :  

  Mengintruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar 

segera mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin 

di tingkat Kota Surabaya, yang berkoordinasi dengan lembaga keagamaan 

dan instansi terkait yang ada di wilayah kota Surabaya dengan menyiapkan 
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blanko surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan 

kesehatan reproduksi calon pengantin. Lalu melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota 

Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehaan dan surat 

keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.setelah melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin maka melaporkan 

kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehaan dan penyuluhan kesehatan 

reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Bagian Kedua :  

  Mengintruksikan kepada Lurah di Lingkungan Kesehatan yang 

dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas yang melakukan 

pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan Surat Keterangan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Puskesmas domisili lembaga 

keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan 

reproduksi sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan 

a) Model N-1  : Surat keterangan untuk menikah. 

b) Model N-2  : Surat keterangan asal usul calon mempelai. 

c) Model N-4  : Surat keterangan orang tua calon 

mempelai. 
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d) Model N-5  : Surat ijin orang tua. 

e) Model N-6  : Surat Keterangan Kematian Suami/Istri  

f) Model N-7  : Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah 

Lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilahnya 

bahwa surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan 

kesehatan reproduksi calon pengantin menjadi syarat dalam pengurusan 

dokumen pernikahan di kelurahan. 

Bagian Ketiga : 

Mengintruksikan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surabaya agar melakukan verifikasi terkait Surat Pemeriksaan Kesehata 

yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas yang 

melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan Surat Keterangan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan 

Masyarakat domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin 

mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Sebagai tambahan syarat 

untuk menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Menikah dalam hal 

Pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Bagian Keempat : 

Mengintruksikan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surabaya agar melakukan verifikasi terkait Surat Pemeriksaan 

Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas 
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yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon penganin dan Surat 

Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh 

Puskesmas domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin 

mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Sebagai persyaratan 

tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan bagi calon pengantin 

yang beragama selain Islam. 

Bagian Kelima :  

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

dan penyuluhan kesehatan reproduksi dietapkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Surabaa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Keenam : 

Intruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 24 Januari 2017 oleh Walikota Surabay Tri Rismaharini. 

  

B. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Saad-Zari’ah 

1. Pengertian Sad al-Zari’ah  

Kata sad al-zari’ah  merupakan bentuk frase (idhafah) yang 

terdiri dari dua kata,yaitu sad (  انسّذ) dan al-zari’ah (انزّسِيْعَت)  Secara 

etimologis, kata al-sadd  (  انسّذ) merupakan kata benda 

abstrak (mashdar) dari  ّذ   سَذ ا يسَه  Kata as-sadd  tersebut berarti .سَذ  

menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. 

Sedangkan al-zari’ah (انزّسِيْعَت) merupakan kata benda (isim) bentuk 
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tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya 

sesuatu. Secara bahasa al-Zari’ah yaitu: 

توََصّمه يَ  بھَِا إنِىَ انشّيْءِ  هتَه يْ انْوَسِ  انتّيِْ    

 

Artinya:  

“Wasilah yang menyampaikan sesuatu
51

” 

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadan 

Hasan : 

ٌَ  هزََا انشَىْئه  يَفْسَذَةه  أوَْ  يَصْهحََته  قه يْ وَانطشِّ  إنِىَ انشّىْئِ  سَوَاء   كَا هتَه يْ انَْوَسِ    

Artinya:  

“Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan 

maupun kebaikan
52

” 

Dilihat dari segi kebahasaan, kata Zari’ah berarti jalan yang 

menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedang menurut 

istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan 

terlarang dan menimbulkan mafsadah atau yang akan membawa pada 

perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan maslahah.
53

 

Sesuai dengan definisi di atas, al-Zari’ah itu terbagi dua, yaitu yang 

akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah 

dan yang kedua akan membawa  pada perbuatan baik serta 

menimbulkan maslahah. 

1) Al-Zari’ah jenis pertama termasuk perbuatan-perbuatan buruk 

dan harus ditutup itulah yang disebut sad al-dzari’ah. 

Penutupan yuridis terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bisa 

                                                           
51

 Wahbah Al-Zuhayliy, Ushul Al-Fiqh Al-Islami,(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986),873. 
52

 Khalid Ramadan Hasan, Mu’jam Ushul Al-Fiqh, (Mesir: Al-Rawd}ah, 1998), 148 
53

 Wahbah Al-Zuhayliy, Ushul Al-Fiqh Al-Islami,(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986),429. 
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dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot mafsadah 

yang akan ditimbulkannya.  

Menurut para Ulama Ushul Fiqih : 

ضَشّةِ  مِ  عَهىَ يَفْسَذَةِ  أوَْ  يه ًِ شْتَ هً ُهوْعِ  انْ ًْ ًَ توََصّمه يَ  بھِِ  إنِىَ انشّيْءِ  انْ  يََُعَ  كهم   يَا 

Artinya: 

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang 

menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang 

mengandung kerusakan atau bahaya
54

” 

 

2) Al-Zari’ah jenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik dan 

harus dibuka kesempatan untuk melakukannya, inilah yang 

disebut dengan Fath al-Zari’ah.  

Menurut Imam Al-Syathibi mendefinisikan Sadd-Zari’ah dengan:ْ 
ا انتوَّصّمه   ًَ  يَفسَْذ انِىَ ته يَصْهحََ  ههوَ  بِ

Artinya :  

“ Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.
55

”  

 

  Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada 

dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi 

tujuan yang akan terjadi berakhir pada suatu kemafsadatan. 

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat sebelum 

haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya 

sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah ( memberikan 

sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa ) dalam syari’at Islam, 

merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan 

                                                           
54

 Wahbah al-Zuhayliy, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, (Damaskus: Darl Al-Fiqr, 1999),108 
55

 Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat…..op.cit., Jilid IV, hal 198 
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tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari 

kewajiban zakat maka hukumnya dilarang Hal itu didasarkan pada 

pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah Wajib, sedangkan hibbah 

adalah sunnah
56

. 

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga 

suatu perbuatan itu dilarang, yaitu : 

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan 

2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan 

3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatan 

lebih banyak. 

2. Dasar Hukum Saad Dzari’ah 

Di kalangan ulama’ ushul terjadi perbedaan pendapat dalam 

menetapkan kehujjahan sadd adz-dzari’ah sebagai dalil syara’.  

Ulama’Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya 

sebagai salah satu dalil syara’
57

 : 

Firman Allah SWT : 

 

ْْْوَلَْ ٌَْٱْتسَُبُّْا ِي ِْٱْدُونِْْيٌِْعُْنَْيدَْْۡلَّ  ْْْللّ  َْٱْفَيسَُبُّْا ى   اوَ ْعَدْْۡللّ  ْ ه َ اْلكَِْلَذَ ْْۡۡبغَِيِْۡعِ ةٍْْهكُِِّْْزَي  ي 
ُ
ْأ

ىْۡ ُّ وَ ًَ رْْۡرَبِِّّىْإلَِْ ْثُىْ ْخَ ىْۡي  ُّ ىْجِعُ ُّ اْفَيُنبَّئُِ ًَ ِ ْْْب وُْنَْحَعْْۡكٍََُْا ًَْ١٠٨ْ 

 

Artinya :  

“Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah 

selain Allah,karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui 

batas tanpa pengetahuan.
58

” (QS.Al-An’am:108) 

                                                           
56

 Rachmat Syae’i, Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS, ( Bandung : Pustaka Setia, 

2010),132. 
57

 Ibid,.136 
58

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid, 141 
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Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya 

diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika 

dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar 

daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang 

Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin 

yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika 

mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang 

mendengarnya, maka itu dilarang. 

 Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd 

al-Zari’ah adalah 

صَانحِِ  ًَ ٍْ   جَهْبِ  انْ فاَسِذِ   أوَْنىَ  يِ ًَ  دَسْءه   انْ

Artinya : 

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan
59

” 

 يَا أدََا إنِىَ انْحَشَاوِ   فھَهوَ  حَشَاو   

Artinya : 

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut 

juga haram hukumnya
60

. 

   Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala 

perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang 

syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada 

kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan 

pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan 

                                                           
59

 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996),176. 
60

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,(Jakarta:Pustaka Ilmu, 2004), 32. 
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sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang 

menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang 

tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia 

menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan 

3. Klasifikasi Saad-Zari’ah 

Para ulama berbeda mengklasifikasikan Sadd al-Zari’ah dalam 

beberapa aspek, di antaranya : 

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga yaitu : 

a) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang 

terlarang 

b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang 

c) Sesutau perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah 

sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang 

tidak terlarang 

2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim 

membaginya menjadi empat yaitu : 

a) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti 

meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan 

mabuk adalah perbuatan yang mafsadat. 

a) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan 

tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan 

yang haram,baik disengaja maupun tidak,seperti seorang laki –laki 
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menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita 

itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah at-tahlil ). 

b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak 

disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan 

pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak 

disengaja. Keburukan (mafsadah)  yang kemungkinan terjadi 

tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang 

diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah 

oleh orang-orang musyrik. 

c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun 

terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan 

yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. 

Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan 

mengkritik pemimpin yang alim.  

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian diatas terbagi lagi dalam 
61

: 

a) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari 

kemafsadatannya. 

b) Kemafsadatannya suatu perbuatan lebih kuat daripada 

kemanfaatannya. 

4. Kedudukan Saad-Zari’ah  

  Ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah,dan Syi’ah dapat menerima sadd al-

Zari’ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam 

                                                           
61

  Ibid., 113 
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masalah –masalah lain. Sedangkan Imam Syafi’i menerimanya apabila 

dalam keadaan udzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit 

dibolehkan meninggalkan sholat jum’at dan dibolehkan menggantinya 

dengan sholat dzuhur. Namun, sholat dzuhurnya harus dilakukan 

secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat 

Jum’at. Dalam memandang Zari’ah, ada dua sisi yang dikemukakan 

oleh para ulama’ ushul
62

: 

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Contohnya seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan 

yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar 

perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang 

pertama.Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak 

dibenarkan syara’. 

2. Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci 

maka sesembahan orang sehingga orang musyrik tersebut akan 

mencaci Allah. Olehkarena itu,perbuatan seperti itu dilarang. 

 Perbedaan pendapat antara Syafi’iyah dan Hanafiyah disatu pihak 

dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah 

dengan sadd al-Zari’ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut 

ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah dalam suatu transaksi yang dilihat 

adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah 

memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. 

                                                           
62

 Rachmat  Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia,2010),135. 
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Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, 

selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku 

maka berlaku kaidah
63

. 

  انًعتبشفي أوايشالل انًعُى وانًعتبشفي أيوسانعباد الأسى.…

Artinya: 

“Patokan dasar dalam hal- hal yang berkaitan dengan hak 

Allah adalah niat ,sedangkan yang berkaitan dengan hak- hak 

hamba adalah lafadznya. 

Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah dan Hanabilah ,yang menjadi 

ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan 

niatnya maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya 

tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan 

tujuan tersebut maka akadnya tetap dianggap sah. tetapi ada perhitungan 

antara Allah dan pelaku karena yang paling mengetahui niat seseorang 

hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya dan 

niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’maka akadnya sah. 

Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara’maka perbuatannya 

dianggap rusak namun tidak ada efek hukumnya
64

. Para ulama zaman 

sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan Sadd al-Zari’ah untuk 

menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang 

menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan 

sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, 

                                                           
63

 Rachmat  Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia,2010),137. 
64

 Ibid,138. 
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kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di 

pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk 

kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang 

dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang
65

 

5. Fathu al-Zari’ah 

Kebalikan dari sadd al-Zari’ah adalah fath al-Zari’ah. Hal ini 

karena titik tolak yang digunakan adalah Al-Zari’ah. Ibnu al-Qayyim al-

Jauzi dan Imam Al-Qarafi, mengatakan bahwa dzari’ah dakalanya dilarang 

sehingga pelarangan itu disebut sadd al-Zari’ah, adakalanya dianjurkan 

atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut fath al-

Zari’ah. Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan 

shalat jum’at yang hukumnya wajib
66

.  

Pendapat tersebut dibantah oleh Wahab Al-Juhaili yang 

menyatakan bahwa perbuatan seperti diatas tidak termasuk kepada 

dzari’ah, tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari 

suatu pekerjaan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang 

hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan 

kewajiban tersebut hukumnya wajib. Sesuai dengan Kaidah : 

 

 

 

                                                           
 
66

 Ibid,139. 
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  يَا لََ  يتَِى   انْوَاجِبه  إلَّ  بهِِ  فھَهوَ  وَاجِب  

Artinya :  

“Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal 

tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan
67

”. \ 

 

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram maka 

sesuatu itupun haram Misalnya, seorang laki-laki haram berkhalwat 

dengan wanita yang bukan muhrim atau melihat auratnya, karena hal itu 

akan membawa perbuatan haram yaitu zina. Menurut jumhur, melihat 

aurat dan berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrim itu disebut 

pendahuluan kepada yang haram. (muqaddimah al-hurmah). 

Macam-macam Contoh Fathu al-Zari’ah
68

 : 

a) Kebolehan menggali sumur tidak di tempat umum yang sering 

dilalui oleh orang yang berjalan dan atau diberi tanda khusus 

bahwa itu adalah sumur, dikarenakan adanya Maslahah yaitu untuk 

pasokan air bersih dan kebutuhan sehari-hari. 

b) Kebolehan menjual buah anggur dan hasil buah-buahan di pasar 

umum, dan tidak secara khusus kepada pembuat khamer, 

dikarenakan adanya maslahah yaitu terlaksananya hubungan 

perdagangan, keuntungan bagi penjual. 

                                                           
67

 Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, 1996), juz 7, 358. 
68

 Rachmat  Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia,2010), 145. 
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c) Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan senjata 

pada saat kondisi damai, dengan aspek maslahah yaitu penambahan 

aspek fiskal Negara. 

d) Kebolehan untuk untuk memproduksi dan memperjualbelikan 

alatalat senjata tajam terkait dengan dunia pertanian dan 

perkebunan, dengan aspek maslahah yaitu kemudahan dalam 

penyelesaian pekerjaan bagi petani dan juga keuntungan bagi 

penjual. 

e) Jika pelaksanaan shalat jum’at itu wajib, maka segala sarana terkait 

seruan itu juga wajib, dikarenakan adanya aspek maslahah yaitu 

terlaksananya pelaksaan shalat jumat dan itu bagian dari Hifz al-

Zin. 

f) Kebolehan menikahi perempuan yang sudah 3 kali dicerai hanya 

oleh satu suaminya (bersuamikan satu, dan satu suami tersebut 

telah mentalaknya dengan 3 kali), dikarenakan adanya aspek 

maslahah yaitu ikatan lahir batin, menjaga keturunan dan lain-lain. 
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BAB III 

PENOLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN YANG 

TERINFEKSI HIV AIDS OLEH KUA SUKOLILO SURABAYA 

A. Profil KUA Sukolilo 

1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Sukolilo 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo ini berdiri pada tanggal 

2 Januari 1912. Pada awalnya bertepat di jalan Manyar Sabrangan kota 

Surabaya, kemudian pada tahun 1981 KUA kecamatan Sukolilo pindah 

ke jalan Asem Payung No. 8 Surabaya dan dalam perkembangan 

selanjutnya alamat tersebut berubah menjadi Jalan Gebang Putih No. 8. 

Surabaya, yang berdiri diatas lahan seluas 814 M
2
 dan status tanahnya 

adalah milik sendiri. Tetapi belum ada kelengkapan suratnya. 

Walaupun KUA kecamatan sukolilo berdiri pada tahuun 1981, 

namun Register Nikah (Akta Nikah)  ada dan tersimpan rapi sejak tahun 

1912 sampai sekarang. Seiring terbitnya KMA 77 Tahun 2004 tentang 

Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional 

Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Sukolilo melakkan 

restrukturisasi sesuai dengan acuan peraturan tersebut.  

Disamping pembenahan struktur keorganisasiannya, di bidang fisik 

KUA Sukolilo juga mengalami penambahan Bangunan, yaitu tahun 
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2004 membuat ruang Balai Nikah seluas 6x5 M, pada tahun 2007 

dilakukan Pembuatan pagar pembatas antara KUA dengn SDN 245 

keputih serta dilanjutkan pembuatan halaman depan KUA. Pada bulan 

September tahun 2009 telah dilaksanakan pavingisasi halaman depan 

KUA seluas 12x10 dan rehab balai nikah KUA yang mendapat alokasi 

dana dari Kanwil Depag JATIM pada tahun 2012.  

Guna menunjang keamanan dan kepuasan pelayanan, maka 

KUA Sukolilo juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu halaman 

parkir yang luas dan ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan 

bahan bacaan, ruang kepala KUA, balai nikah, ruang tata usaha, 

musholla, toilet, dan ruang resepsionis yang selalu memberikan 

informasi dan petunjuk secara cepat dan tepat.  

2. Wilayah Geografis Kantor Urusan Agama Sukolilo 

Departemen Agama memliki tugas melaksanakan sebagai tugas 

umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan 

dihadapkan kepada beberapa aspek yang menggejala dan berkembang 

di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, Aparatur Kementrian 

Agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dengan sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo 

adalah intansi vertikal Kementrian Agama yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementrian Agama 

Kota Surabaya. 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo sebagawai bawahan 

langsung dari Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya dan sebagai 

mitra dari berbagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan, 

keberadaaannya sangat dibutuhkan masyarakat luas, khususnya 

masyarakat Kecamatan Sukolilo yang membutuhkan layanan.  Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mewilayahi 7 kelurahan, yaitu: 

1. Kelurahan Keputih; 

2. Kelurahan Gebang Putih; 

3. Kelurahan Klampisngasem; 

4. Kelurahan Menur Pumpungan; 

5. Kelurahan Nginden Jangkungan; 

6. Kelurahan Semolowaru; 

7. Kelurahan Medokan Semampir. 

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara   : Kantor BPPLSP Regional IV 

2. Sebelah selatan : Sekolah Dasar 245 Keputih  

3. Sebelah Timur  : Gudang Aquase 

4. Sebelah Barat  : Jln. Gebang Putih 

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sukolilo 

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama Sukolilo adalah 

terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab 

berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawah. 
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Efisiennya struktur organisasi Kantor Urusan Agama minimal ada 

komponen yang secara langsung membantu dan melaksanakan  tugas-

tugas Kantor Urusan Agama, yang pertama adalah seluruh karyawan 

KUA, yang kedua Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang ketiga 

adalah  Penyuluh Agama, baik yang definitif maupun Penyuluh Agama 

Honorer (PAH). 

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama Sukolilo 

 

Guna memperjelas tugas dan fungsi dari struktur organisasi diatas, 

berikut kami paparkan tugas dan fungsi KUA secara umum: 

1. Tugas KUA 

Berdasarkan KMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Penataan 

Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA kecamatan 

adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di 

wilayah kerjanya (Pasal 2).  Maka, berdasarkan KMA No. 34 Tahun 

2016  tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo adalah 
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melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kota 

Surabaya di bidang urusan agama di wilayah kecamatan Sukolilo, 

sekaligus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama kota Surabaya. 

2. Fungsi KUA 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sukolilo menyelenggarakan fungsi:  

a) Pelaksanaa pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah 

dan rujuk; 

b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam; 

c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan; 

d) Bimbingan pelayanan keluarga sakinah; 

e) Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam; 

h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; 

i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan  KUA 

Kecamatan; 

j) Pelayanan bimbingan manasik haji. 

4. Sarana Prasarana 

KUA Sukolilo menfasilitasi sarana prasarana sebagaimana Sumber Daya 

Manusia (SDM)  yang merupakan unsur terpenting dalam  meraih tujuan 
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sebuah organisasi. SDM disini dimaksudkan adalah Kepala KUA serta 

para Staff KUA yang berkualitas, baik dari segi penguasaan materi, 

pengalaman, bahkan moralitasnya. Selain itu, pelayanan dalam hal fasilitas 

yang ada, KUA Sukolilo juga menyediakan beberapa fasilitas yang baik, 

antara lain Ruang kepala KUA yang nyaman, Ruang Staff, Ruang Balai 

Nikah, Ruang Tunggu, Ruang Resepsionis, Gudang, Musholla, dan Kamar 

mandi serta halaman parkir yang nyaman dan  luas. Tanpa sebuah sarana 

dan prasarana layanan yang memadahi sebuah instansi akan kurang 

maksimal dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Sehingga, Fasilitas pendukung sangat diperlukan guna 

memaksimalkan pelayanan masyarakat serta sebagai bentuk usaha untuk 

pencapaian dari Visi Misi KUA. 

5. Visi dan Misi KUA Sukolilo 

Visi      :  

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo adalah: “Profesional dan 

Amanah dalam membina keluarga sakinah dan pemberdayaan umat.” 

Misi     : 

Adapun misi KUA Kecamatan Sukolilo sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik 

2. Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan 

nikah dan rujuk 
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3. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan 

masyarakat 

4. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan 

mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah 

social 

5. Meningkatkan kualitas pembinaan produk pangan halal, kemitraan 

umat dan hisab rukyat. 

6. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan jamaah haji. 

6. Kewenangan Personalia KUA Sukolilo  

a. Kepala KUA 

1) Memimpin KUA Sukolilo 

2) Menyusun rincian kegiatan KUA 

3) Melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap 

kegiatan 

4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksana dan pembantu 

pelaksanaan tugas penghulu 

5) Memantau pelaksaan tugas penghulu sesuai SE.SJCB.II/I-

C/KP07/2674/05 

6) Melakukan monitoring dan evaluasi job kepenghuluan 

7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-

lembaga keagamaan 

8) Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan 

ibadah sosial 
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9) Mengurus dan mengadakan bimbingan manasik bagi calon 

manasik haji 

10) Membina dan melakukan pendataan produk halal 

11) Membina dan mengembangkan mitra umat islam 

12) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf 

13) Menanggapi dan menyelesaikan perosalan-persoalan di bidang 

Urais 

14) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA 

15) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan 

16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepala KUA kepada kepala Kantor 

Kemenag Surabaya yang koordinasikan kepada kepala seksi Bina 

Islam. 

b. Penghulu  

1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan 

2) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan 

3) Memimpin pelaksaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji 

kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk, menetapkan legalitas akad 

nikah 

4) Menerima dan melaksanakan tawkil wali nikah 

5) Memberi khutbah/nasihat/do’a nikah/rujuk 

6) Memandu pembacaan sighat taklik talak 

7) Menganalisis kasus dan probblematika rumah tangga 

8) Menyusun materi dan metode penasehatan dan konsultasi 
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9) Memberikan penasehatan dan konsultasi 

10) Melakukan identifikasi pelanggaran peraturan perundangan 

nikah/rujuk 

11) Melakukan verifikasi pelanggaran 

12) Melakukan pemantauan pelaksanaan nikah/rujuk di luar sistem 

13) Melakukan pengamanan/penyitaan dokumen nikah/rujuk 

14) Melakukan tela’ah dan pemecahan masalah nikah di luar sistem 

15) Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang 

16) Melakukan penerbitan dan melaporkan kejadian hidup bersama di 

luar nikah dan pernikahan di bawah tangan bersama aparat terkait 

17) Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum 

18) Melatih kader pembimbing mu’amalah 

19) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan 

20) Melakukan bahstul masail dan ahwal al-syakhsiyyah 

21) Mengembangkan metode penasihatan 

22) Merekomendasikan hasil pengembangab metode penasihatan 

23) Mengembangkan metode penasehatan perangkat pelayanan 

nikah/rujuk  

24) Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan 

perangkat pelayanan nikah/rujuk 

25) Mengembang sistem pelayanan nikah/rujuk 

26) Mengembangkan intrumen pelayanan nikah/rujuk 

27) Melakukan kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan 
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28) Melaksanakan tugas tambahan dari kepala KUA 

29) Melaporkan pelaksanaan tugas kepenghuluan kepada kepala KUA 

c. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

1) Menerima pemberitahuan pelaksanaan nikah dan rujuk 

2) Memeriksa, meneliti persyaratan NR calon mempelai dan walinya 

mendaftar dan mengumumkannya 

3) Mengawasi dan mencatat pelaksanaan NR baik yang dilaksanakan 

di Kantor maupun di luar kantor serta menandatangani Akta Nikah 

dan Kutipan Nikah\ 

4) Mengatur jadwal pelaksanaan NR 

5) Bertindak sebagai wali hakim 

6) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima keputusan 

dari pihak Pengadilan Agama  

7) Mengirim pemberitahuan nikah Ke Panitera Pengadilan Agama 

PPN/KUA yang mengleuarkan akta cerai 

8) Beratnggung jawab atas penyimpanan buku akta nikah blanko NR 

serta membukukannya kedalam buku stok khusus dan stok umum 

d. Pengadministrasi Keuangan  

1) Menatausahakan keuangan DIPA NR 

2) Membukukan Stok N dan NA 

3) Meregistrasikan pembukuan pengeluaran akta nikah 

4) Menyiapkan dan mengagendakan undangan KBCM untuk calon 

pengantin 
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5) Sebagai bendahara pembantu menata usaha keuangan DIPA NR 

dan Operasional 

6) Selaku bendahara tim pengolala dana DIPA, melakukan distribusi 

dana NR, memverifikasi, melaksanakan pembayaran, 

menatausahakan dengan membuat BKU, serta melaporkan 

pertanggungjawaban DIPA kepada kepala KUA 

7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada KUA 

e. Pembantu Umum Pelaksana 

1) Operator komputer 

2) Membantu tugas-tugas umum kepala 

3) Membantu tugas-tugas umum di bidang tata usaha 

4) Melaksanakan penatausahaan laporan kegiatan KUA bulanan, 

triwulan, semester, dan tahunan. 

5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA 

f. Tugas KUA Berkaitan Dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama 

Tugas KUA yang berkaitan dengan pencatatan nikah yang di 

Isbatkan oleh Pengadilan Agama adalah mengeluarkan duplikat akta 

nikah sebagai pengganti  kutipan akta nikah. Sedangkan terhadap 

putusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama, KUA tempat 

pencatatan nikah bertugas: 

1) Menerima tabayun dari Pengadilan Agama. 

2) Memberi catatan di akta nikah bahwa pasangan tersebut telah 

bercerai. 
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3) Mencatat dibuku pendaftaran cerai atau talak. 

4) Melaporkannya ke Kementrian Agama 

B.  Pelaksanaan Pencatatan Nikah KUA Sukolilo Surabaya Tahun 1975 

  Berdasarkan Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Kepala KUA Sukolilo membuat 

kebijakan dengan menolak pencatatan perkawinan pasangan yang apabila 

salah satu pengantin terinfeksi HIV dalam rangka mendukung kebijakan 

Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan 

Pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu 

dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi 

terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon pasangan 

suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi 

secara bertanggung jawab. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin 

dapat berjalan dengan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh 

semua calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku maka perlu dukungan dan peran aktif 

berbagai pihak. Berdasarkan Intruksi Walikota Surabaya yang ditunjukan 

kepada Kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Lurah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya, Camat di Lingkungan Pemerintah Kota 
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Surabaya, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya. 

Bagian kesatu :  

  Mengintruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar 

segera mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin 

di tingkat Kota Surabaya, yang berkoordinasi dengan lembaga keagamaan 

dan instansi terkait yang ada di wilayah kota Surabaya dengan menyiapkan 

blanko surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan 

kesehatan reproduksi calon pengantin. Lalu melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota 

Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehaan dan surat 

keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.setelah melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin maka melaporkan 

kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehaan dan penyuluhan kesehatan 

reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya kepada Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Bagian Kedua :  

  Mengintruksikan kepada Lurah di Lingkungan Kesehatan yang 

dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas yang melakukan 
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pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan Surat Keterangan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Puskesmas domisili lembaga 

keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan 

reproduksi sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan 

a) Model N-1  : Surat keterangan untuk menikah. 

b) Model N-2  : Surat keterangan asal usul calon mempelai. 

c) Model N-4  : Surat keterangan orang tua calon 

mempelai. 

d) Model N-5  : Surat ijin orang tua. 

e) Model N-6  : Surat Keterangan Kematian Suami/Istri  

f) Model N-7  : Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah 

Lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilahnya 

bahwa surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan 

kesehatan reproduksi calon pengantin menjadi syarat dalam pengurusan 

dokumen pernikahan di kelurahan. 

Bagian Ketiga : 

Mengintruksikan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surabaya agar melakukan verifikasi terkait Surat Pemeriksaan Kesehata 

yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas yang 

melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan Surat Keterangan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan 

Masyarakat domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin 

mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Sebagai tambahan syarat 
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untuk menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Menikah dalam hal 

Pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Bagian Keempat : 

Mengintruksikan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Surabaya agar melakukan verifikasi terkait Surat Pemeriksaan 

Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Puskesmas 

yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon penganin dan Surat 

Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh 

Puskesmas domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin 

mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Sebagai persyaratan 

tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan bagi calon pengantin 

yang beragama selain Islam. 

Bagian Kelima :  

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 

dan penyuluhan kesehatan reproduksi dietapkan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Surabaa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Keenam : 

Intruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 24 Januari 2017 oleh Walikota Surabay Tri Rismaharini. 
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  Dengan Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 

Calon Pengantin menjadi pedoman atau mengambil kebijakan oleh Kepala KUA 

Sukolilo yang menolak Pencatatan Perkawinan Pasangan yang Terinfeksi HIV. 

Adapun syarat untuk melengkapi data perkawinan Menurut Bapak Heri, selaku 

Kepala KUA menjelaskan persyaratan yang akan di ajukan pada saat menikah. 

“Pertama, datang ke RT/RW (sesuai dengan KTP) untuk 

mendapatkan surat keterangan atau pengantar untuk menikah, 

datang ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir N-1, 

N-2, N-4, N-5 (bagi yang berumur kurang dari 21 tahun) yang 

ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. Setelah dari Kelurahan 

dengan membawa surat keterangan seperti tersebut di atas, 

selanjutnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 

untuk mendapatkan rekomendasi pemberitahuan kehendak 

nikah.”
69

 

 

Adapun pelaksanaan pencatatan nikah KUA Sukolilo Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai 

berikut : 

Tata cara prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutannya sebagai 

berikut : 

5. Prosedur Pendaftaran Nikah 

Bagi seseorang yang bermaksud hendak melangsungkan 

pernikahan, maka harus memperhatikan langkah-langkah yang harus 

dilakukan, antara lain: 

c. Calon mempelai pria 

                                                           
69

 Kepala KUA Heri, Wawancara, Surabaya 2 Juni 2018 
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4) Datang ke RT/RW (sesuai dengan KTP) untuk mendapatkan surat 

keterangan atau pengantar untuk menikah. 

5)  Datang ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir N-1, 

N-2, N-4, N-5 (bagi yang berumur kurang dari 21 tahun) yang 

ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa. 

Adapun perincian dari formulir-formulir tersebut adalah: 

a) Model N-1  : Surat keterangan untuk menikah. 

b) Model N-2  : Surat keterangan asal usul calon mempelai. 

c) Model N-4  : Surat keterangan orang tua calon 

mempelai. 

d) Model N-5  : Surat ijin orang tua. 

6) Setelah dari Kelurahan dengan membawa surat keterangan seperti 

tersebut di atas, selanjutnya mendatangi Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat untuk mendapatkan rekomendasi pemberitahuan 

kehendak nikah. 

d. Calon mempelai wanita 

Dengan membawa berkas dari calon mempelai pria datang ke 

RT/RW setempat untuk mendapatkan surat keterangan atau pengantar 

untuk menikah. 

3) Datang ke kantor kepala desa setempat untuk mendapatkan 

formulir N-1, N-2, N-4yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala 

Desa. 
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4) Datang ke KUA setempat dengan membawa berkas kedua calon 

mempelai untuk mendaftarkan nikah. 

Disamping hal-hal tersebut di atas, disertakan pula lampiran-lampiran 

sebagai berikut: 

c. Untuk calon mempelai pria 

3) Foto copy KTP dan C1 (Kartu Keluarga) 

4) Pas photo : 2 x 3 (2 lembar) 

4 x 4 (1 lembar) 

d. Untuk calon mempelai wanita 

6) Foto copy surat nikah orang tua/wali nikah 

7) Foto copy KTP dan C1 (Kartu Keluarga) calon mempelai dan wali 

nikah 

8) Foto copy surat kematian ayah (bila sudah meninggal) 

9) Surat keterangan wali nikah 

10) Pas photo : 2 x 3 (2 lembar) 

  3 x 4 (1lembar) 

Selain serangkaian prosedur yang telah tersebut di atas, ada 

juga prosedur-prosedur penting yang akan dijalani oleh kedua calon 

mempelai yaitu : 

14) Setiap calon mempelai menandatangani surat pernyataan yang 

menyatakan kebenaran data yang disampaikan ke KUA. 

Penyertaan surat ini merupakan kebijaksanaan kepala KUA 
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Tempurejo guna menanggulangi banyaknya pemalsuan data yang 

seringkali mengakibatkan KUA dipanggil ke meja hijau. 

15) Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus 

mengisi surat keterangan model N-5 yaitu tentaung izin orang tua 

mempelai. 

16) Bagi calon mempelai wanita  harus menyertakan surat 

keteranganpersetujuan mempelai (model N-3). Surat model ini juga 

disebut dengan MoU yang berisi     pernyataan setuju dari kedua 

belah pihak tanpa ada paksaan. Surat ini kemudian ditandatangani 

oleh mempelai pria dan wanita. 

17) Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan 

calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun harus ada surat 

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi wilayah 

tempat tinggal calon mempelai terkait. Jika belum mendapat surat 

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan 

mengeluarkan surat keterangan model N-9 tentang penolakan 

pernikahan. 

18) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena ditinggal 

mati suami/istri, maka harus ada surat keterangan model N-6 yang 

berisi surat keterangan kematian suami/istri dari kelurahan. 

19) Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena perceraian, 

maka harus melampirkan akta cerai yang asli (tidak boleh foto 
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copy) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang pada waktu 

itu memutus cerai. 

20) Setelah kedua calon mempelai mendapat formulir pokok (N-1, N-

2, N-4), kemudian mengisi surat keterangan model N-7 tentang 

pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon 

mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

21) Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi, 

maka calon mempelai akan didaftarkan ke dalam buku pendaftaran 

nikah dan kemudian  dituangkan ke dalam berita acara tentang 

daftar pemeriksaan nikah (model N-B). 

22) Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, 

maka: 

c. Untuk pria, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di 

tempat tinggalnya. 

d. Untuk wanita, harus ada surat pengantar numpang nikah dari 

KUA di tempat tinggalnya. 

23) Untuk pernikahan campuran  (berbeda kewarganegaraan), maka 

calon mempelai yang berkewarganegaraan asing harus 

menyertakan: 

e. Surat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di Indonesia 

f. Paspor/visa. 

g. Surat TandaMasuk Daerah dari POLSEK atau POLRES. 
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h. Jika dia seorang muallaf, maka disertakan piagam masuk Islam. 

Apabila belum memilki piagam masuk Islam maka akan 

diislamkan di KUA untuk mendapatkan piagam masuk Islam. 

24) Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan angkatan 

bersenjata (anggota TNI/Polri), maka harus ada izin dari atasannya. 

25) Setelah daftar pemeriksaan nikah sudah valid (tidak ada yang 

direvisi), maka para pihak menandatanganinya. 

26) Setelah kedua calon mempelai melaksanakan akad nikah, maka 

akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing 

mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan 

warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. 

6. Pemberitahuan Kehendak Nikah 

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka 

orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada 

PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah 

sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. 

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon 

mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data 

mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai 

Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll). 

Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, 

wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang 

diperlukan. 
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7. Pemeriksaan Nikah 

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan 

memeriksa berkas-berkas yang  ada apakah sudah memenuhi syarat 

atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan 

adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan 

terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan 

dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Jika calon suami/istri 

atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan 

tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan 

oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya.  

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum 

munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlakumaka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan 

cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah 

pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon 

istri dan walinikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. 

Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan 

nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Pengumuman Kehendak Nikah 

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah 

(model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat 
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pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal 

masing-masing calon mempelai.  

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari 

kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 

ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat 

penting misalnya salah seorang calon mempelaiakan segera bertugas 

keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon 

dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas namaWalikota/Bupati 

memberikan dispensasi. 

9. Pelaksanakan Akad Nikah 

4) Upacara nikah dilakukan dibalai nikah KUA. 

5) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad 

nikah dapat dilakukan diluar balai nikah(KUA). 

Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, 

maka: 

a. Untuk laki-laki: harus ada surat pengantar nikah dari KUA di 

tempat tinggalnya. 

b. Untuk wanita: harus ada surat rekomendasi numpang nikah dari 

KUA di tempat tinggalnya. 

6) Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatatkan dalam akta 

nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan model 

NA, kutipan akta  nikah warna merah hati untuk suami dan hijau 

tua untuk istri 
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Sedangkan, Prosesi pelaksanaan nikah (ijab qobul) dimulai dengan 

menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi 

penghulu atau pegawai pencatat nikah. 

Selanjutnya, Bu Masluhatun Nasiah selaku Bagian Penyuluhan 

menjelaskan setiap calon pengantin yang akan melangsungkan 

perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama ( KUA) atau 

Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya di Puskesmas. 

Sesuai Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Mengintruksikan kepada 

calon pengantin agar melaksanakan pemeriksaan kesehatan masa sebelum 

hamil atau Puskesmas yang berada di wilayah KUA/Lembaga Keagamaan 

tempat calon pengantin mendaftarkan pernikahannya dengan dibuktikan 

adanya Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan/Puskesmas yang melakukan pemeriksaan. adapun 

 Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Sukolilo 

Surabaya. 

“Kita dapat pergi ke Puskesmas untuk melaksanakan general Check Up 

(pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh).  Pemeriksaan ini diawali 

dengan penelusuran riwayat kesehatan dan pemeriksaan di laboratorium 

yang meliputi pemeriksaan darah, urin, kotoran, gula darah dan 

pemeriksaan lain yang direkomendasikan dokter pasca konsultas. Setelah 

itu dikeluarkan surat pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas yang 

melakukan pemeriksaan. Jika hasil tes kesehaan tersebut Apabila calon 

pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak 

sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis 

kesehatan, akan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses 

pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
 70

 

                                                           
70

 Ningsih, Wawancara, Surabaya 2 Juni 2018 
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    Menurut Kepala KUA Sukolilo status dan kedudukan serta dasar 

hukum dari pemeriksaan kesehatan pra-nikah tidak terdapat dasar hukum 

namun terikat oleh Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 

Calon Pengantin dan Surat Edaran Walikota Surabaya yang di tunjukan 

kepada KUA/Lembaga Keagamaan Se-Kota Surabaya yang isinya “ 

mengintruksikan kepada calon pengantin untuk melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan di Puskesmas yang berada di wilayah KUA dan mengikuti 

penyuluhan kesehatan reproduksi di lembaga keagamaan yang berada di 

wilayah kota Surabaya dengan dibuktikan dengan adanya surat Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Puskesmas. Bahwa Surat 

Pemeriksaan Kesehatan dan Surat Keterangan Penyuluhan Reproduksi 

digunakan sebagai syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan bagi calon 

pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.
71

” Beliau juga menambahkan adanya latar belakangi untuk 

pemeriksaan kesehatan pra nikah  

 “ Ya karena adanya Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin yang 

bertujuan untuk membantu calon atau pasangan istri dalam 

mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 

bertanggung jawab, dengan diberikan Suntikan imunisasi tetanus 

toxoid yang dilaksanakan oleh Pelayanan Kesehatan/Puskesmas
72

.  

Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada adalah melalui Imunisasi 

Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi 

                                                           
71

 Walikota Surabaya, Surat Edaran, berlaku sejak 24 Januari 2017 
72

 Kepala KUA,Heri, Wawancara,Surabaya, 3 Juli 2018 
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calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit 

terdekat yang kemudian dilampirkan bersama persyaratan-persyaratan 

administrasi yang lain dan harus sudah dikumpulkan syarat TT1 pada 10 hari 

sebelum pelaksanaan perkawinan. 

“Adapun tujuan dan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas 

keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan 

kesehatannya di puskesmas setempat. Sehingga terhindar dari penyakit 

yang menular. “Ujar, Bapak Heri”
73

 

 Sesuai dengan prosedur di KUA kecamatan Sukolilo Kota 

Surabaya tentang persyaratan bahwa calon pasangan harus melampirkan 

surat/bukti TT1 ini menjadi bagian dari data pemeriksaan kesehatan. Jika 

calon pasangan tidak melampirkanya atau tidak memeriksakan kesehatanya 

/melakukan TT1 maka tidak dapat melangsungkan perkawinan. Dalam 

pemeriksaan kesehatan pra-nikah yang terpenting meliputi Pemeriksaan 

Golongan Darah, Faktor Rhesus, dan adanya penyakit menular seperti TBC, 

penyakit kelamin ataupun penyakit keturunan seperti Diabetes mellitus 

(kencing manis), Keterlambatan Mental, dan lain-lain.  Untuk mempelai 

perempuan, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap siklus dan pola 

menstruasi, pemeriksaan infeksi virus yang berbahaya bagi perkembangan 

janin,dan lain-lain. Adapun golongan penyakit menular seperti HIV/AIDS, 

Sifilis, hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, penyakit menular seksual, infeksi 

TORCH yang dapat membahayakan pasangannya serta jika tidak dilakakun 

                                                           
73

 Ibid,. 
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penanggulangan maka berakibat fatal bagi pasangan atau calon anak yang 

akan dilahirkan. 

 Sehubungan proses Kebijakan KUA yang menolak pencatatan 

perkawinan oleh pasangan yang terinfeksi HIV/AIDS menyatakan bahwa 

tugas KUA ialah mencatatkan perkawinan namun secara personalia terdapat 

kewenangan bagian dari KUA, misalnya Pegawai Pencatat Nikah bukan 

hanya mengawasi dan mencatat pelaksanaan nikah rujuk baik yang 

dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor serta menandatangani Akta 

Nikah dan Kutipan Nikah namun  melaksanakan tugas yang diberikan oleh 

atasan dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepala KUA kepada Kepala 

Kantor Kemenag Surabaya yang mengkoordinasikan kepada Kepala Seksi 

Bina Islam dll. Proses penolakan mulai dari pemeriksaan data nikah pada 

saat rafa’ diketahui hasil Tes Kesehatan tersebut positif penyakit menular 

seperti HIV maka pihak KUA menganjurkan agar melakukan 

penanggulangan yang dilaksanakan di Puskesmas selanjutnya akan 

diserahkan di Puskesmas. 

 Sebagaimana pendapat Kepala KUA terhadap calon pasangan pengantin 

yang terinfeksi HIV. HIV adalah penyakit mematikan yang dapat menular 

dan membahayakan pasangannya mengingat tujuan KUA hanya mencatat 

dan melapor pada atasan. Kebijakan penolakan ini berdasarkan Intruksi 

Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan 

Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, maka 
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terdapat upaya untuk penanggulan HIV dan AIDS yang diberikan oleh 

Puskesmas. 

 Promosi kesehatan pranikah merupakan suatu proses untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya yang ditujukan pada masyarakat reproduktif 

pranikah. Remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan 

perlu dijaga kondisi kesehatannya. Kepada para remaja di beri pengertian 

tentang hubungan seksual yangsehat, kesiapan mental dalam menghadapi 

kehamilan dan pengetahuan tentang proses kehamilan dan persalinan, 

pemeliharaan kesehatan dalam masa pra dan pasca kehamilan 

  Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Pasal 3 ayat 2 “ Imunisasi 

Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan imunisasi yang 

diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya 

dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari 

penyakit menular tertentu. Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ Imunisasi 

wajib terdiri atas : Imunisasi rutin, tambahan dan khusus. Imunisasi wajib 

diberikan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam pedoman 

penyelenggaraan imunisasi tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Jenis imunisasi yang 

diberikan pada pemeriksaan dan pelaksanaan kesehaan ialah Imunisasi dasar 

salah satunya Diptheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B. namun Imunisasi yang 

di laksanakan oleh wanita subur ialah imunisasi lanjutan untuk 
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mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa 

perlindungan. Jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada wanita subur 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c berupa Tetanus Toxoid
74

.  

  Adanya Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 

Calon Pengantin semakin mempertegas status kewajiban dan kedudukan 

pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perkawinan. Jikalau calon pasangan 

mengindahkan peraturan tersebut maka imbas dari hal itu adalah tidak 

diprosesnya perkawinan mereka sampai melengkapi berkas atau surat bukti 

telah melakukan TT1 dan pihak KUA juga mempunyai kewenangan untuk 

melakukan tindakan yang sifatnya memaksa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi, pasal 7 ayat 6 berbunyi “Imunisasi lanjutan yang diberikan pada 

Wanita Usia Subur  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurÉuf c terdiri atas Imunisasi terhadap 

penyakit tetanus dan difteri”. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN 

PENCATATAN  PERKAWINAN PASANGAN TERINFEKSI HIVAIDS DI 

KUA SUKOLILO SURABAYA 

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan yang Terinfeksi 

HIVAIDS di KUA Sukolilo Surabaya 

Walikota mempunyai 2 kewenangan yang terdiri dari : Kewenangan 

Legislatif dan Kewenangan Eksekutif. Kewenangan Legislatif berupa 

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ialah konsep dari Walikota yang 

disetujui oleh DPR. sedangkan Kewenangan Eksekutif ialah Undang-

undang yang dikeluarkan oleh Walikota sifatnya pada departemen tertentu 

seperti Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Lembaga 

Keagamaan. Imprees tersebut sifatnya terbatas maka Intruksi Walikota 

Surabaya boleh untuk di patuhi. 

Peneliti mewawancarai Kepala KUA Sukolilo Surabaya menjelaskan 

bahwa dalam wilayah Surabaya KUA terikat oleh aturan Walikota 

Surabaya Nomor 440/471/436.7.2/2017 dan Intruksi Walikota Surabaya 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Dalam rangka 

mendukung : 

1. Kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana 

 Kebijakan Pemerintah terkait Keluarga berencana di buat 

dengan alasan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk 
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yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya 

pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, 

pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan, peningkatan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan 

perkawinan serta kehamilan.  

2. Melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang 

Nomor 52 Tahun  2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga. 

Pasal 20 “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga 

berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana” 

Pasal 21 “ Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk 

membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil 

keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung 

jawab seperti usia ideal Perkawinan, usia ideal melahirkan dan 

Penyuluhan Reproduksi.  

 Maka Untuk membantu calon pengantin dalam mengambil 

keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab. 

Maka diperlukan adanya pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan 

kesehatan reproduksi kepada calon pengantin.  

 Adapun isi dari Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan 
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Reproduksi Calon Pengantin “ bagi setiap calon pengantin memeriksakan 

kesehatan di Puskesmas dan mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi 

di KUA, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Puskesmas domisili lembaga 

keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan 

reproduksi dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid. Menurut Kepala 

KUA adanya yang melatarbelakangi untuk pemeriksaan kesehatan pra 

nikah. 

“Ya karena adanya Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin yang 

bertujuan untuk membantu calon atau pasangan istri dalam 

mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 

bertanggung jawab, dengan diberikan Suntikan imunisasi tetanus 

toxoid yang dilaksanakan oleh Pelayanan Kesehatan/Puskesmas
75

” 

Ujar Bapak Heri selaku Kepala KUA Surabaya. 

 

Hal ini di terapkan melalui KUA sebagai lembaga yang berwenang 

dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat
76

. 

Sedangkan Problematika yang terjadi di KUA Sukolilo Surabaya ialah 

Pembelajaran bagi KUA Sukolilo apabila salah satu pasangan terinfeksi 

HIV atau penyakit menular lainnya maka Kepala KUA Sukolilo 

mengambil kebijakan yang sesuai dengan Intruksi Walikota Surabaya 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin.  

                                                           
75

 Kepala KUA,Heri, Wawancara,Surabaya, 3 Juli 2018 
76

 HERI, Wawancara, Surabaya, 2 Juli 2018. 
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Adapun maslahah dari Kebijakan Kepala KUA Sukolilo Surabaya 

selain terikat oleh Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan 

Reproduksi Calon Pengantin : 

1. Menjaga Reproduksi 

Dengan menjaga reproduksi maka memastikan lahirnya 

keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental, 

serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik 

maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai 

yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia 

pernikahan.  

2. Mencegah warga Negara terutama warga Surabaya terinfeksi 

reproduksi 

Dengan adanya Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan 

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Tes 

Kesehatan menolak mudarat yaitu mencegah penyebaran 

penyakit menular. Meskipun hasil tes hanya berupa diagnosis 

dokter yang belum tentu terjadi (karena hanya Allah yang 

mengetahui takdir seseorang), namun di zaman teknologi yang 

canggih ini, diagnosis dokter tersebut sangat besar 

kemungkinan terjadinya. Terdapat faktor lain yang 

melatarbelakangi tes kesehatan dilakukan kepada calon suami 
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isteri yaitu faktor mencegah penularan penyakit kelamin yang 

diakibatkan oleh adanya salah satu dari pasanan yang 

menderita penyakit serius dan menular.  

Dari hasil wawancara oleh Pegawai bagian Penyuluh KUA 

Sukolilo Surabaya Ibu Mashulatun Nasi'ah yang memberikan 

pernyataan bahwa
77

  

“Peran mengatasi terjadi penularan penyakit kelamin tersebut 

lebih luas, maka dilakukan tes kesehatan kepada pasangan 

calon suami isteri. Tes tersebut merupakan salah satu syarat 

administrasi dalam pengurusan akad perkawinan”. 

 

Kepala KUA sukolilo manambahi “ bahwa bahaya harus 

dicegah karena HIV itu pasti menular maka walikota Surabaya 

mengintruksikan kepada KUA bahwa Surat Keterangan 

Penyuluhan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas 

menjadi Syarat administrasi
78

”. 

Pengajuan berkas pendaftaran nikah di KUA Sukolilo Surabaya 

terbukti tertib administrasi. Maka pengajuan nikah tidak akan di proses 

jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti 

ketegasan KUA dalam bertugas.  

Menurut Kepala KUA Sukolilo “Sejauh ini warga Sukolilo Surabaya tertib 

administrasi, apabila administrasi tidak dilengkapi maka pengajuan nikah 

tidak akan diproses.” Ujar Bapak Heri. 

 Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena Islam 

mengajarkan untuk patuh pada pemerintah sebagaimana firman Allah 

SWT : 

                                                           
77

 Mashulatun Nasi'ah, Wawancara, Surabaya 2 Juli 2018 
78

  Heri, Wawancara, Surabaya 2 Juli 2018 
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ايَْ  َّ حُّ
َ
ٌَْٱْأ ِي ْْْٓلَّ  َُ ْْءَايَ ْْْا طِيعُْا

َ
َْٱْأ ْْْللّ  طِيعُْا

َ
وْلِْْلر سُْلَْٱْوَأ

ُ
ْٱْوَأ

َ
   يَِكُىْۡ ْرِْمْۡلۡ

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu……”
79

(QS. An-Nisaa, 59) 

Adanya ayat tersebut menyuruh umat Islam untuk taat pada aturan 

pemerintah, karena pemerintah membuat aturan tersebut untuk 

kemaslahatan umum. 

  Maka Penulis setuju dengan kebijakan KUA Sukolilo yang menolak 

pasangan terinfeksi HIV untuk membantu calon pasangan suami istri 

dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 

bertanggungjawab. Serta untuk meningkatkan kualitas keturunan yang 

akan dilahirkan. Maka tujuan diadakan pemeriksaan kesehatan dan 

penyuluhan reproduksi supaya untuk mengetahui kondisi kesehatan 

pasangan sebelum menikah karena kondisi sangat berpengaruh pada 

proses kehamilan dan kualitas kehidupan yang dimiliki oleh keturunannya 

nanti karena sebelum berumah tangga harus membuat perencanaan yang 

lebih matang jadi jika terdapat suatu penyakit maka kita dapat mengambil 

keputusan yang lebih baik.  

  Sehingga penulis berpendapat bahwa “meskipun masing-masing 

pihak sudah mendapatkan akta nikah dari KUA dan pernikahan sudah sah 

                                                           
79

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan,(Kudus:Menara 

Kudus,2006), 289 
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dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah 

tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada”. 

Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau 

beberapa pihak merasa dirugikan dan tes kesehatan pranikah sangat 

penting bagi kedua calon mempelai dan merupakan bagian atau unsur 

penunjang tercapainya keluarga sakinah. Maka maslahah dari adanya Tes 

Kesehatan sebagai berikut
80

 : 

1. Untuk Menghindari Kemadharatan 

2. Untuk Mencegah Penularan Penyakit Kelamin  

3. Untuk Mendapatkan Keturunan 

4. Ketentraman Rumah Tangga 

5. Memenuhi Persyaratan Administrasi KUA  

B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan  

Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIVAIDS Di Surabaya. 

  Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama 

kecamatan Sukolilo Kabupaten Surabaya berkaitan dengan Kebijakan 

KUA Sukolilo Surabaya yang Menolak Pencatatan Perkawinan Pasangan 

Terinfeksi HIV terlebih dahulu penulis jelaskan terjadinya kasus tersebut. 

Pada awal tahun 2017 Kepala KUA Sukolilo telah menikahkan pasangan 

yang salah satunya terinfeksi HIV,namun pihak KUA sukolilo tidak 

mengetahui apabila salah satu pasangan tersebut terinfeksi HIV.Hasil Tes 

                                                           
80

 Amar Makruf, “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam 

(Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”(Skripsi-- 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau,2011),57 
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Kesehatan tersebut dari Puskesmas Negatife HIV,karena sebelum 

melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu melengkapi persyaratan 

nikah. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan 

dilahirkaan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan 

kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi Tetanus 

Toxoid
81

. Tes kesehatan hanya dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat 

terdekat tempat calon mempelai tinggal. Kemudian setelah terjadi 

pernikahan pihak Puskesmas meminta untuk membatalkan pernikahan 

pasangan tersebut yang terinfeksi HIV, dengan membawa bukti Hasil Tes 

Kesehatan yang asli dan hasilnya positif HIV. Namun pernikahan tersebut 

sudah berlangsung, jadi pihak KUA tidak mempunyai wewenang untuk 

membatalkan, karena ini murni kesalahan Pihak Puskesmas, 

Problematikanya arti “Menolak” ialah Pelajaran bagi Pihak Puskesmas dan 

KUA dalam memperketat pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan dan 

data nikah, sehingga apabila terjadi salah satu pasangan terinfeksi HIV 

atau penyakit menular maka KUA membuat kebijakan dengan menolak 

pencatatan perkawinan pasangan yang terinfeksi HIV dibuktikan dengan 

Hasil Tes Kesehatan. 

  Setelah diketahui alasan Kepala KUA menolak Pencatatan 

Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV. Penulis Setuju dengan kebijakan 

KUA yang menolak pencatatan pasangan terinfeksi HIV maka jika 

dianalisis dengan Hukum Perundang-undangan dan Hukum Islam.  

                                                           
81

 Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen 

Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid. 
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  Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu 

dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup 

sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, 

perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang 

dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat 

meminimalisir dampak epidemic dan mencegah diskriminasi(pelecehan 

atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung) 

  Perilaku seks yang aman adalah yang hanya dilakukan dengan 

pasangan yang sah. Dengan alasan ini maka alternatif yang paling efektif 

untuk mencegah penularan HIV dengan menghindari perzinahan termasuk 

didalamnya pelacuran, pergaulan bebas dan homoseksual. Kenyataan itu 

tentu amat memprihatinkan. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk 

merawat, mengobati dan memperlakukan pengidap HIV secara manusiawi, 

tetapi tak mengorbankan pihak lain tertular penyakit yang belum ada 

obatnya.  

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah Virus yang 

menurunkan dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Orang dengan 

HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi 

HIV. Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan infeksi HIV, 

tapi ada pengobatan yang bisa memperlambat perkembangan penyakit. 

Penanganan yang cepat dan secara efektif, bisa memperlambat 

perkembangan penyakit di dalam tubuh. Sehingga virus HIV tidak akan 

berubah menjadi AIDS. HIV/AIDS termasuk dalam infeksi menular 
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seksual (IMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain 

IMS,penyakit lain yang juga harus diperhatikan adalah penyakit keturunan 

seperti talasemia, hemofilia dan RH faktor yang beresiko dapat 

menyebabkan kematian bagi keturunan kita.  

  Menurut Hukum Islam Pernikahan merupakan pondasi awal 

seseorang membina bahtera rumah tangga secara Islami yang nantinya dari 

pernikahan tersebut dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang sholeh-

sholehah yang kemudian dapat meneruskan perjuangan para pendahulunya 

memajukan dan mensyiarkan agama Islam secara khusus dan memajukan 

sistem ketatanegaraan secara lebih umum. Menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1), perkawinan itu adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
82

. Tujuan perkawinan menurut 

perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, 

dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dalam 

pernikahan dikenal istilah rukun dan syarat pernikahan yang semuanya 

harus terpenuhi demi tercapai sahnya pernikahan menurut hukum agama 

Islam dan hukum positif. Tanpa adanya salah satu syarat maka perkawinan 

tidak mungkin dilaksanakan. Untuk memudahkan pembahasan maka 

                                                           
82

 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam,( Jakarta : Bumi Aksara,1996),1. 
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uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat dan rukun 

tersebut:
83

 

1. Calon suami,syarat-syaratnya: 

a. Beragama Islam 

b. Laki-laki 

2. Calon Istri,syarat-syaratnya: 

a. Beragama meskipun Yahudi atau Nasrani 

b. Perempuan 

3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

a. Laki-laki 

b. Dewasa 

c. Mempunyai hak perwalian 

4. Saksi Nikah, 

a. Minimal 2 orang laki-laki 

b. Hadir dalam Ijab Qabul 

c. Islam 

d. Dewasa 

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 

c. Antara ijab dan qabul bersambungan 

d. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

                                                           
83

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: 

Prenada Media,2004) ,62. 
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Menurut Penulis Jika syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan 

sah menurut hukum Islam namun sebagai warga Negara yang taat hukum 

haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang 

ada. Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau 

beberapa pihak merasa dirugikan dan tes kesehatan pranikah sangat 

penting bagi kedua calon mempelai dan merupakan bagian atau unsur 

penunjang tercapainya keluarga sakinah.  

Melihat dari pembahasan diatas, bahwa menikah memiliki banyak 

tujuan, yang salah satunya adalah untuk mempunyai keturunan, selain 

tujuan juga sudah diterangkan yaitu rukun dan syarat sahnya perkawinan 

yang apabila tidak dipenuhi dalam rukunnya maka perkawinan tersebut 

tidak sah. Sedangkan menurut Hukum Islam Syarat administrasi tidak 

termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan.  

Sedangkan bagi pasangan yang terinfeksi HIV yang ingin menikah, 

mengingat HIV adalah bahaya besar kemungkinan akan menular sudah 

pasti bisa dipastikan. Namun jika diobati secara rutin sehingga dapat 

memperlambat virus HIV. Maka jika ditinjau dari Hukum perkawinan 

Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV hukumnya menjadi makruh tahrim.  

Makruh Tahrim ialah perkara yang dilarang oleh syariah dengan larangan 

yang pasti (haram) dengan dasar dalil yang dzanni (praduga)
84

. karena jika 

seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasamani telah mampu untuk 

menikah, namun dapat membahayakan istri dan anaknya sehingga jika ia 

                                                           
84

 Thalib Sajuti, Kuliah ke IV Hukum Islam II,(Diktat Pada Fakultas Hukum UI Jakarta) 1978,23 
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menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anaknya. 

Maka hukumnya makruh tahrim baginya untuk menikah. 

Sedangkan menurut penulis Pasangan yang terjangkit HIV apabila 

ia menikah maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, lebih besar 

efek nya daripada kebahagiaannya. 

Berdasarkan data statistic Ada 18.008 kasus yang ditemukan oleh 

Komisi Penanggulangan AIDS Jatim selama 2017. Sedangkan jumlah 

orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 43.658 orang. Menurut data 

dari UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS) pada tahun 

2016, Indonesia memiliki 48.000 orang yang baru terkena HIV, 620.000 

orang yang sudah terkena HIV sejak dulu, 14% diantaranya adalah wanita 

hamil, dan 3200 anak-anak yang terkena HIV karena ditularkan oleh 

ibunya. Kasus HIV baru di Indonesia bertambah 68% pada tahun 2010, 

namun untungnya kematian yang disebabkan oleh HIV turun sekitar 22% 

pada tahun 2010. 

Berdasarkan data diatas maka Hukum perkawinan bisa berubah 

menjadi Haram apabila pasangan yang terinfeksi tersebut tidak diobati 

secara benar sehingga dapat membahayakan pasangannya. Adapun bahaya 

HIV sebagai berikut : 

1. Tidak Ada Obat 

 AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh 

virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak 
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system kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya 

daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena 

penyakit infeksi, kanker lainnya. Dan sampai saat ini belum ditemukan 

vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. 

2. Kematian 

 Menurut perhitungan WHO (1992) tidak kurang dari 3 orang di 

seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang 

mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda, usia 

produktif. 

3. Serangan Bagi Anak Muda 

 Menurut perhitungan WHO (1992) tidak kurang dari 3 orang di 

seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang 

mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda, usia 

produktif. 

4. Seks Bebas 

 Permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan 

virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah/minggat menjadi 

anak jalanan, dan tuna susila yang melakukan seksual aktif dan pecandu 

narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan/kesehatannya. 

5. Bunuh Diri 

  Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan 

depresi yang mendalam, semangat hidup rendah dan hilang 

kepercayaan diri. permasalahan ini telah banyak memakan korban jiwa, 
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sebab dari mereka-mereka yang terjangkit penyakit ini selalu 

mengakhiri penyakit yang di deritanya dengan bunuh diri. 

6. Gila 

 Orang yang Hilang kepercayaan diri, banyak dijahui orang karena 

penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stress yang begitu 

berat, jika Stress yang diderita terus dibiarkan maka akan menyebabkan 

kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. 

  Menurut Guru besar Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya 

yang juga Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Timur Dr drs 

Otto Bambang Wahyudi mengatakan, Jatim menempati peringkat pertama 

di Indonesia terkait kasus penderita HIV/AIDS. Ada 18.008 kasus yang 

ditemukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Jatim selama 2017. 

Sedangkan jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 43.658 

orang.  

“Jumlah ODHA terbanyak berada di Surabaya, yakni mencapai 7.000 

orang. Usia penderita merupakan usia produktif, antara 15 sampai 35 

tahun,” kata Otto dalam seminar peringatan Hari AIDS Sedunia di 

Auditorium KH Mohammad Soleh Unitomo
85

. 

  Otto menambahkan, penularan virus HIV ini terbanyak melalui 

hubungan seks bebas. Kemudian disusul dengan penggunaan jarum suntik 

narkoba, lalu perilaku menyimpang seks sejenis. Yang cukup 

mengagetkan, banyak juga ibu rumah tangga mengidap penyakit yang 

menyerang kekebalan tubuh ini.  
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“Jumlahnya menempati peringkat ke dua, mereka tertular dari suaminya. 

Kalau ditotal, ada 1,3 juta laki-laki di Jatim yang suka “jajan” terang Otto.  

Dari data statistic diatas maka bahaya lebih besar sehingga bahaya harus 

dihilangkan. Hadis dari Ibnu Majah meriwayatkan : 

وَلَضَِشَاس ضَشَسَ  لََ   

Artinya : 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan 

orang lain”
86

. (HR. Ibnu Majah) 

  Karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para 

penderita HIV/AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain, misalnya 

ketika menginjak dewasa ia perlu menikah, ketika ia meninggal dunia 

perlu mendapat perawatan jenazahnya dan lain sebagainya. Maka dari itu 

penggunaan metode Saad al-Zari’ah kiranya tepat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan ini. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Saad al-Zari’ah 

penerapan dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi 

sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu 
87

: 

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan 

  Tes Kesehatan merupakan perbuatan yang dibolehkan karena tidak 

bertentangan oleh Hukum Islam dengan Tes Kesehatan maka mencegah 

bahaya yang pasti datang seperti HIV dan penyakit menular. Karena, 

                                                           
86

 HR. Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim dan Ibnu Majah, Hadis shahih al-Bukhori, Muslim,No 2341 
87

 Rachmat Syae’i, Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS, ( Bandung : Pustaka Setia, 

2010),132. 
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hal itu dilakukan berdasarkan prinsip sadd zariah dan menjaga 

kemaslahatan. 

Kaidah Fiqiyah : 
ا انتوَّصّمه   ًَ  يَفسَْذ انِىَ يَصْهحََته  ههوَ  بِ

Artinya :  

“ Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan 

untuk menuju kepada suatu kemafsadatan
88

. 

2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan 

  HIV adalah Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. 

Sedangkan HIV penyakit yang pasti menular dan mengakibatkan 

bahaya besar salah satunya adalah kematian. Pasangan yang terjangkit 

HIV juga ingin menikah salah satu tujuan utama memiliki keturunan, 

sedangkan pasangan yang terinfeksi HIV 100% dapat menjangkiti 

anaknya. Maka Tes Kesehatan adalah solusi untuk mencegah bahaya 

yang akan datang. Apabila sudah diobati dan memperlambat virus dan 

dijamin oleh dokter maka dapat melanjutkan pernikahan. 

Kaidah Fiqiyah : 

صَانحِِ  ًَ ٍْ   جَهْبِ  انْ فاَسِذِ   أوَْنىَ  يِ ًَ  دَسْءه   انْ

 

Artinya : “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada 

meraih kebaikan (maslahah)
89

” 

 

3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatan lebih 

banyak.  

                                                           
88

 Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat…..op.cit., Jilid IV,198 
89

 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2006), 164. 
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  Kesimpulannya Intruksi walikota ini benar karena HIV mengancam 

Kota Surabaya dan Masyarakat di Indonesia. Maka antara Intruksi 

Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 

Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon 

Pengantin dengan Saad Zariah itu relevan mengikat, Kesimpulannya 

selama HIV nya besar maka Hukum pernikahannya menjadi makruh 

tahrim bila sudah diobati dan diterapi sampai mengalami jaminan bahwa 

virus tersebut tidak berkembang maka di izinkan untuk melanjutkan 

pernikahan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah dilakukan penelitian dan terkumpullah data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis Yuridis dan 

Hukum Islam terhadap data-data penelitian yang diperoleh, sehingga penulis 

memperoleh kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Kesimpulannya Intruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan 

Reproduksi benar karena HIV mengancam Kota Surabaya dan Masyarakat 

di Indonesia. Maka antara Intruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan 

Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dengan Saad-Zariah itu relevan 

mengikat.  

2. Pelaksanaan tes kesehatan terhadap pasangan calon suami isteri 

dilakukan oleh kedua calon suami isteri sebagai syarat administrasi dalam 

perkawinan di kantor KUA. Pasangan calon suami isteri memeriksa 

kesehatannya ke Puskesmas. Apabila ternyata sehat, akan diberikan surat 

keterangan sehat oleh Puskesmas. Tetapi, jika ternyata ada penyakit yang 

dianggap berat atau mengganggu, tidak akan diberikan keterangan sehat, 

dan harus berobat terlebih dahulu. Dengan demikian, bila seseorang tidak 

memiliki surat keterangan tes kesehatan dari Puskesmas, secara otomatis 
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tidak dapat melangsungkan akad perkawinan di KUA. Ada beberapa tujuan 

dilakukan tes kesehatan kepada pasangan calon suami isteri yaitu faktor 

kemudharatan, faktor menghindari dan pencegahan penularan penyakit 

kelamin seperti HIV/AIDS jadi tujuannya untuk mendapatkan keturunan, 

ketentraman rumah tangga, dan memenuhi persyaratan administrasi 

perkawinan di KUA dan sebagai syarat administrasi perkawinan Menurut 

hukum Islam pelaksanaan tes kesehatan terhadap pasangan calon suami 

isteri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, hal itu dilakukan 

berdasarkan prinsip sadduz zari’a dan menjaga kemaslahatan. Hukumnya 

Perkawinan Pasangan yang terinfeksi HIV atau penyakit menular ialah 

Makruh tahrim. Hukum perkawinan bisa berubah menjadi Haram apabila 

pasangan yang terinfeksi tersebut tidak diobati secara benar sehingga dapat 

membahayakan pasangannya. Apabila mampu membeli obat bila sudah 

diobati dan diterapi sampai mendapat jaminan daro dokter bahwa virus 

tersebut tidak berkembang maka di izinkan untuk melanjutkan pernikahan. 

B. Saran-Saran 

Dari penelitian ini terdapat beberapa saran penelitian, yaitu 

1. Kepada Pemerintah diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan masukan kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan 

memberikan sanksi kepada para pelaku zina yang di tengah masyarakat. 

2. Kepada masyarakat khususnya kepada calon suami isteri agar bersikap 

hati- hati dalam memilih pasangan, sehingga tidak tertular penyakit 

kelamin seperti HIV/AIDS, Hepatitis dan sebagainya, di antara tindakan 
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kehati- hatian tersebut melalui tes kesehatan kepada pasangan calon 

suami isteri. Oleh sebab itu, setiap calon suami isteri hendaklah dengan 

senang hati dalam melaksanakan tes kesehatan sebagai persyaratan 

administrasi perkawinan. 
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